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INTISARI 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya meningkatkan peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 di Desa 

Besani Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan secara optimal. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Lokasi penelitian dipilih di Desa Besani Kecamatan Leksono Kabupaten 

Wonosobo. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami 

dan dapat memberikan informasi terkait  peran BPD dalam penggunaan Alokasi Dana 

Desa, yaitu; Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, dan 

masyarakat desa Besani. Analisis data menggunakan model analisis interaktif, terdiri 3 alur 

kegiatan, yaitu: reduksi data, data display dan conclution drawing/verification. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ditinjau dari analisis akuntansi atau pengelolaan 

keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), dapat dikatakan peran  BPD belum optimal. Hal ini 

disebabkan . Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penggunaan Alokasi Dana 

Desa tahun 2016 di Desa Besani Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dalam 

pengelolaan ADD hanya memiliki “fungsi koordinasi” dan tidak memiliki kewenangan 

untuk memeriksa detail atau rincian tentang urusan keuangan ADD. 2) Sebagian anggota 

BPD masih kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya mengingat dari tujuh anggota 

BPD empat diantaranya berpendidikan di bawah SMP sehingga sulit  memahami tugas 

pokoknya sebagai anggota BPD baik fungsi pengawasan maupun legislasi. 3) Perlu adanya 

pembinaan secara berkelanjutan dari kasi pemerintahan kecamatan Leksono maupun dari 

kabag pemerintahan kabupaten Wonosobo kepada semua anggota BPD dengan materi 

strategi pengawasan keuangan khususnya ADD. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa merupakan suatu organisasi pemerintahan yang secara politis 

memiliki kew enangan untuk mengurus dan mengatur w arga atau 

komunitasnya. Desa sebagai satuan masyarakat otonom keberadaannya 

tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena desa 

merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang berada pada 

level terendah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program 

pemerintah. Desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu 

pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama 

posisi strategis yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Semua itu 

dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah di w ilayahnya.  

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

merupakan bentuk pengakuan dan jaminan keberlangsungan Desa oleh 

Negara dalam w ilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan 

undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan 

desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas w ilayah yang 

berw enang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 undang-

undang tersebut menerangkan bahw a Kew enangan Desa meliputi 

kew enangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan adat istiadat Desa. 

Seiring dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada 

upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan Pemerintah Desa 
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sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia 

dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. 

Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi 

daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa 

dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan w ew enang sebagai 

pelayan masyarakat terdepan.  

Pemerintahan desa dalam pembagian w ilayah administratif  

Indonesia berada di baw ah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala 

desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kew enangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2013). 

Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jaw ab kepada 

Badan Permusyaw aratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan 

pemerintahan tersebut kepada Bupati. Keberadaan desa merupakan cermin 

utama berhasil tidaknya pemerintahan suatu negara serta pelaksanaan 

kehidupan demokrasi di daerah. Hal ini sangat dibutuhkan peran serta 

masyarakat desa supaya terw ujud kehidupan yang demokrastis. 

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (2) 

menyebutkan, bahw a Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyaw aratan Desa 

(BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul desa dan adat-istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang 

mengendalikannya, yaitu Pemerintah  Desa dan BPD. 

BPD sebagai mitra kerja yang perannya sangat penting dalam 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa karena merupakan 

lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Diantaranya dalam 

penyerapan aspirasi masyarakat desa, legislasi, dan pengaw asan, 

termasuk dalam hal pengelolaan dana desa. Dana Desa ini dimaksudkan 

agar mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk mendanai 

kew enangan yang diberikan kepada desa, terutama kew enangan 

berdasarkan hak asal usul, dan kew enangan lokal berskala desa. Sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (2), alokasi 
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Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan Belanja Pusat dengan 

mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan 

berkeadilan. Dana Desa yang bersumber dari APBN dapat digunakan untuk 

mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat 

dalam jangka pendek perlu segera dilakukan upaya untuk mendorong 

peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan 

PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 

Tahun 2015, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk 

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 68 

ayat 1 huruf c, dinyatakan bahw a sumber anggaran yang diberikan kepada 

desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten/Kota, komponen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% dari Dana 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemberian dana perimbangan 

dari pemerintah kabupaten untuk desa biasa dikenal dengan nama Alokasi 

Dana Desa (ADD) merupakan w ujud dari pelaksanaan desentralisasi 

f iskal. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh 

dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat.  

Besaran anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar 

10% dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap. 

Anggaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan 

dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas w ilayah, 

dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

dan pemerataan pembangunan desa. Dana Desa adalah dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 
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penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah 

nomor 22 tahun 2015). Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam APBNP tahun 2015 telah 

dialokasikan Dana Desa sebesar Rp. 20.766,2 miliar, atau 3,23 persen 

dari Transfer ke Daerah. Alokasi anggaran Dana Desa dalam RAPBN 

tahun 2016 sebesar Rp46.982,1 miliar (6,4 persen dari dan di luar 

Transfer ke Daerah), atau meningkat 126,2 persen dari pagunya dalam 

APBNP tahun 2015. 

Selanjutnya, untuk memenuhi anggaran Dana Desa sebesar 10 

persen dari Transfer ke Daerah, Pemerintah telah menyusun road map 

pengalokasian Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang 

dituangkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP 

No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN. 

Berdasarkan road map tersebut, Pemerintah berkomitmen 

mengalokasikan anggaran Dana Desa meningkat secara bertahap hingga 

mencapai 10 persen dari Transfer ke Daerah pada tahun 2017. Untuk itu, 

kebijakan Dana Desa pada tahun 2016 salah satunya diarahkan untuk 

meningkatkan pagu anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, 

yakni minimal sebesar 6 persen dari anggaran Transfer ke Daerah. 

Dengan meningkatkan anggaran Dana Desa tersebut, diperkirakan alokasi 

yang akan diterima oleh masing-masing desa dapat meningkat rata-rata 

hampir 2 kali lipat dari yang diterima pada tahun 2015. Peningkatan 

tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh desa untuk mempercepat 

pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. 

Pengaw asan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan 

Permusyaw aratan Desa dan pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintahan 

kabupaten/kota. BPD mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

pengaw alan pengelolaan dana desa agar tidak disalahgunakan atau 

diselew engkan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam 

operasionalisasi Desa untuk mew ujudkan otonomi yang diberikan kepada 

desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut 

memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah 
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Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa 

yang berada di w ilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahw a keuangan 

desa adalah semua hak dan kew ajiban Desa yang dapat dinilai dengan 

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kew ajiban desa yang menimbulkan 

pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.  

Selanjutnya, kew enangan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan 

oleh Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, 

yang menyebutkan bahw a Kepala Desa berw enang memegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan dan Aset Desa. Konsekw ensi bagi aparatur 

Pemerintahan Desa termasuk Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya 

adalah diw ajibkan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara 

rigid mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur 

pengelolaan keuangan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 

tahun 2005 tentang Desa, sangat jelas mengatur tentang pemerintahan 

desa. Pengelolaan keuangan desa menjadi w ew enang desa yang mesti 

terjabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes). Sadu Wasistiono (2006: 107) menyatakan 

bahw a pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam 

mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada 

penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang 

mengatakan bahw a “autonomy” indentik dengan “auto money”, maka untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana 

atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kew enangan 

yang dimilikinya.  

Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara tertib, taat pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif , 

transparan, dan bertanggungjaw ab dengan memperhatikan rasa keadilan 

dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, hal 

tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 

tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah 

desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas w ilayah, 

dan tingkat kesulitan geografis. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang 
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diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Agar dapat 

melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa 

berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, 

diberikan kew enangan yang mencakup: 

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; 

2. urusan pemerintahan yang menjadi kew enangan kabupaten/kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa; 

3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota; dan  

4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa. 

Dalam pelaksanaannya ADD sering dijadikan ajang bagi kepala 

desa untuk melakukan kecurangan dengan menggunakannya untuk 

kepentingan pribadi bukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat 

desa. Kepala desa sebagai pemimpin kegiatan pemerintahan yang ada 

didesa merupakan pihak yang paling bertanggungjaw ab dalam pengelolaan 

ADD dimana kedudukan kepala desa sebagai ketua Tim Pelaksana Desa 

(TPD) dalam mengelola ADD. Realisasinya justru banyak kepala desa yang 

tersandung masalah penyalahgunaan ADD. Oleh karenanya, penggunaan 

Alokasi Dana Desa perlu mendapat pnegaw asan, terlebih pada desa yang 

mendapat ADD yang besar termasuk desa-desa yang berada di Kabupaten 

Wonosobo. Total Dana Transfer ke Desa untuk Kabupaten Wonosobo pada 

tahun 2016 sendiri sebesar 241 milyar 797 juta 575 ribu 350 rupiah, meliputi 

Dana Desa, yang bersumber dari APBN, sebesar 150 milyar 53 juta 469 

ribu rupiah, ADD yang bersumber dari APBD sebesar 87 milyar 647 juta 

833 ribu 300 rupiah, dan Bagi hasil pajak Daerah  yang bersumber dari 

APBD sebesar 4 milyar 96 juta 273 ribu 050 rupiah. 

Badan permusyaw aratan desa yang kemudian disebut BPD adalah 

badan permusyaw aratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat 

yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat 

peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta 

melakukan pengaw asan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa 

(Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa). Berdasarkan 
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ketentuan diatas kedudukan, fungsi, w ew enang dan tugas badan 

permusyaw aratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

sangatlah penting. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa, Badan Permusyaw aratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan w akil dari penduduk Desa berdasarkan 

keterw akilan w ilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi BPD 

berdasarkan Pasal 55 undang-undang tentang Desa menyebutkan bahw a 

Badan Permusyaw aratan Desa mempunyai fungsi antara lai; 1) 

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa; 2)menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 3) 

melakukan pengaw asan kinerja Kepala Desa. 

Badan permusyaw aratan desa merupakan lembaga yang ada dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai mitra kerja yang 

perannya sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan 

desa, karena merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. 

Diantaranya dalam penyerapan aspirasi masyarakat desa, legislasi, dan 

pengaw asan, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa. Sebagai satu-

satunya lembaga perw akilan yang berfungsi sebagai saluran aspirasi utama 

w arga desa tidak hanya berfungsi sebagai badan legislasi, melainkan 

sebagai arsitek perubahan dan pembangunan desa. 

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan 

daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Pelaksanaan pemerintahan desa secara efisien dan efektif  sudah menjadi 

kebutuhan yang w ajib dipenuhi, untuk itu dibutuhkan partisipasi semua 

pihak terutama partisipasi aparat pelaksana pemerintah desa. 

Pemerintahan desa yang efektif  merupakan arah pendekatan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya 

penyampaian kebijakan pusat dan sebagai pelaksana program pemerintah. 

Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat 

didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyaw aratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.  

BPD selaku mitra kerja pemerintah desa memiliki peranan yang 

sangat penting di dalam pelaksanaan pemerintahan desa dalam rangka 
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mew ujudkan pemerintahan desa yang demokratis. BPD merupakan 

lembaga yang masih baru di pemerintahan desa yang mempunyai fungsi 

pengaw asan, fungsi legislasi, dan fungsi penyalur dan penampung 

aspirasi masyarakat. Fungsi legislasi merupakan fungsi pokok dari 

lembaga legislatif , dimana BPD dapat membuat peraturan untuk 

menjembatani kepentingan rakyat sekaligus untuk menentukan bagaimana 

pembangunan di desa akan dilaksanakan. Fungsi anggaran terlihat dari 

BPD berhak mengajukan dan menentukan besarnya anggaran yang akan 

dikeluarkan untuk mebiayaai program pembangunan desa. Sedangkan 

fungsi pengaw asan digunakan untuk mengaw asi pelaksanaan Peraturan 

Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Kepala Desa, 

dan pembangunan yang dilaksanakan didesa.  

Sebagai lembaga legislatif  yang memegang mandat dari masyarakat 

diharapkan dapat menjalankan fungsinya baik dalam menjalankan fungsi 

legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengaw asan agar kegiatan 

pemerintahan desa yang dilakukan oleh kepala desa terhindar dari 

penyelew engan terlebih dalam pengelolaan keuangan desa termasuk 

pengelolaan ADD sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

ADD yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD) dan pelaksanaan ADD 

dapat dilakukan tepat sasaran serta manfaat dari pelaksanaan ADD dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Dalam pengalokasian dana desa tersebut diperlukan fungsi BPD 

sebagai pengaw as agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan 

pembangunan di desa. Pengaw asan yang dijalankan oleh BPD terhadap 

pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana aw al program 

dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program 

dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang 

digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD 

dalam melakukan pengaw asan. Selama pelaksanaan program pemerintah 

dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka BPD 

mengangapnya tidak menjadi masalah. 

Pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme kontrol dari 

masyarakat agar dapat dipergunakan tepat sasaran yaitu untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah desa dalam hal pengelolaan 
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dana desa ini dituntut untuk akuntabel dan transparan agar dana tidak 

diselew engkan. BPD harus bisa menjalankan perannya secara sungguh-

sungguh khususnya dalam pengelolaan dana desa. Kesesuaian BPD dalam 

pengelolaan dana desa sangat penting karena akan mempengaruhi 

terlaksananya pemerintahan daerah khususnya desa. Peran BPD harus 

sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Secara umum pengelola tingkat desa belum menyelenggarakan 

administrasi keuangan desa dengan baik dan benar. Kenyataannya 

pengelolaan dana desa menunjukkan bahw a BPD belum optimal dalam 

melaksanakan peran serta fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan 

desa dalam hal pengelolaan dana desa. Peran BPD khususnya di Desa Besani 

Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dalam penggunaan Alokasi Dana 

Desa, sebagai lembaga legislatif  yang memegang fungsi kontrol dan legislasi 

dalam rangka pengambilan keputusan desa belum optimal sebagai akibat dari 

proses rekrutmen anggota BPD yang kurang demokratis.  

Jumlah Dana Desa Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo 

tahun 2014-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Dana Desa Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo 
tahun 2014-2016 

Tahun Dana Desa 

(Rupiah) 

Alokasi Dana Desa 

(Rupiah) 

Serapan 

2014  102.160.000 102.160.000 

2015 280.243.000 325.727.000 325.727.000 

2016 376.926.600 223.104.000 223.104.000 

Sumber: Data Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, 2016 
 
Dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahw a BPD belum 

optimal dalam melaksanakan peran serta fungsinya sebagai penyelenggara 

pemerintahan desa dalam hal pengelolaan dana desa. BPD belum dapat 

melaksanakan fungsinya secara efektif  dalam pelaksanaan pemerintahan 

desa, tetapi masih sebatas pada pembentukan panitia pemilihan kepala 

desa. Dalam pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme kontrol dari 

masyarakat agar dapat dipergunakan tepat sasaran yaitu untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, pemerintah desa dalam 

hal pengelolaan dana desa ini dituntut untuk akuntabel dan transparan agar 
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dana tidak diselew engkan. Dalam hal ini Badan Permusyaw aratan Desa 

kurang optimal dalam menjalankan perannya secara sungguh-sungguh 

khususnya dalam pengelolaan dana desa.  

Selain itu masih kurangnya koordinasi yang ada antara pemerintah 

desa dengan BPD. BPD dilihat dari w ew enangnya dapat dikatakan sebagai 

lembaga Legislatif  di tingkat Desa, sedangkan Pemerintah Desa dan 

perangkat Desa yang lainnya adalah lembaga Eksekutif. Adanya BPD 

merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perw ujudan demokrasi di 

tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam 

pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehinga BPD di tingkat desa menjadi 

tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan 

dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat 

dan pembangunan desa itu sendiri. Namun, aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh BPD tidak akan 

mampu disalurkan jika tidak terdapat kerja sama antara BPD dan pemerintah 

desa yang harmonis, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri. Selanjutnya juga 

harus ada check and balance dalam hal ini agar dapat meminimalisir 

penyalahgunaan dana desa.  

Kesesuian Badan Permusyaw aratan Desa dalam pengelolaan dana 

desa sangat penting karena akan mempengaruhi terlaksanannya 

pemerintahan daerah khususnya desa. Peran Badan Permusyaw aratan 

Desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kenyataanya masih ada 

Badan Permusyaw aratan Desa yang menyimpang terhadap peraturan yang 

sudah berlaku. Sistem keterw akilan dalam pemilihan anggota BPD 

membuat anggota BPD yang terpilih kesulitan dalam menjaring aspirasi 

masyarakat. Banyak masyarakat merasa belum terw akili atas pemilihan 

anggota BPD. Selain itu, terkadang dalam hubungan antar kelembagaan 

desa seperti BPD dan Kepala Desa yang terkadang hubungannya tidak 

harmonis. Sumber daya manusia di level pemerintah desa dan BPD yang 

terbatas baik kemampuan dan keahlian sarana dan prasarana desa yang 

terbatas, sehingga tidak bisa mengakodomir saran dan partispasi 

masyarakat lebih luas.  
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Nilai uang yang cukup besar dan menjadi harapan w arga masyarakat 

di tiap desa untuk menggunakan dana yang akan diterima tersebut untuk 

membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat 

menuntut terciptanya aparatur pemerintah desa yang berw ibaw a, bersih, 

teratur dan tertib dalam menjalankan fungsi dan tugas yang sesuai dengan 

ketentuan yang belaku. Tuntutan dari masyarakat muncul karena ada 

sebabnya, yaitu banyaknya kegiatan-kegiatan yang tidak terpuji yang dilakukan 

oleh pemerintah umumnya dan aparat pemerintahan desa khususnya. 

Disamping itu masih banyak penyimpangan yang terjadi di kalangan aparatur 

pemerintah desa yang menyebabkan kurang efektif itas pelaksanaan 

pengaw asan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa itu sendiri 

dalam penggunaan Alokasi Dana Desa.  

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jaw ab, BPD harus dapat 

mew ujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, 

khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan 

pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan 

berbagai program yang masuk ke desa.  

Berdasarkan uraian tersebut, mengingat bahw a kerja sama antara 

Pemerintah Desa dan BPD itu sangat penting bagi pertumbuhan 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, yang pada akhirnya 

juga akan menentukan kesejahteraan masyarakat, hal ini menarik peneliti 

untuk melakukan kajian mengenai peran BPD dalam penggunaan Alokasi 

dana Desa Tahun 2016 di Desa Besani di Kecamatan Leksono Kabupaten 

Wonosobo. Dengan memperhatikan besaran Dana Desa Pemerintah 

Kecamatan Leksono, diharapkan akan mampu menyelenggarakan 

pemerintahan desa secara lebih optimal.  

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu bahw a “Peran Badan Permusyaw aratan 

Desa (BPD) dalam penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 di Desa 

Besani Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo belum dilaksanakan 

secara optimal”. 
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C. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian (research questions) merupakan penjabaran 

dari rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebaga berikut: “Mengapa Peran Badan Permusyaw aratan Desa 

(BPD) dalam penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 di Desa Besani 

Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo belum dilaksanakan secara 

optimal?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui apakah peran Badan Permusyaw aratan Desa (BPD) 

dalam penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 di Desa Besani 

Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan secara 

optimal 

 
E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah w acana baru tentang 

berbagai teori yang telah dipelajari, sehingga berguna dalam 

pengembangan Ilmu Manajemen, khususnya terkait penggunaan alokasi 

dana desa sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa, serta dapat 

menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang mengkaji 

tema yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis 

dalam hal pengembangan Ilmu Manajemen. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

Pemerintah Desa Besani Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo 

dalam mengelola dana desa, sehingga dapat tercipta sistem pengelolaan 

dana desa sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa yang 

transparan dan akuntabel, serta untuk mengoptimalkan sistem 

pengendalian dan pengaw asan dalam upaya pencegahan potensi 
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terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam implementasi 

kebijakan pengelolaan Dana Desa di kabupaten Wonosobo. 

Hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

kajian bagi anggota BPD berdasarkan fungsi dan perannya dan menjadi 

bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektif itas pengelolaan Alokasi 

Dana Desa dalam mew ujudkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat 

yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Konsep Desa 

Desa adalah suatu w ilayah yang ditempati oleh komunitas manusia 

dalam lingkup kecil yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, 

memiliki tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakatnya melalui 

tradisi, adat istiadat dan hukumnya yang relatif  mandiri. Desa kini menjadi 

daerah yang istimew a dan bersifat mandiri, berada dalam w ilayah 

kabupaten dan berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan 

aspirasi dan sosial budaya masyarakatnya.  

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, di mana Desa atau yang disebut dengan nama lain 

(selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas w ilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan suatu daerah hukum yang 

merupakan w ilayah masyarakat hokum terbentuk atas dasar ikatan tertentu, 

antara lain: (1) bentuk genealogis, (2) bentuk “teritorial” dan (3) bentuk 

campuran keduanya.  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa 

adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

w ilayah yang berw enang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala 
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melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari 

pemrintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan 

pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai 

adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat.  

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimew a. Landasan 

pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat 

(Widjaja, 2003: 3). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 

7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Peraturan Desa, Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas w ilayah yang 

berw enang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan berada di Kabupaten Wonosobo. 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas w ilayah yang berw enang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011: 4) desa adalah suatu 

kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap 

dalam suatu w ilayah yang tertentu batas-batasnya: memiliki ikatan lahir dan 

batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-

sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan: memiliki 

susunan pengurus yang dipilih bersama: memiliki kekayaan dalam jumlah 

tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 

Sedangkan menurut Beratha dalam Nurcholis (2011: 4) desa atau dengan 

nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum 
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berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula 

“Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian w ilayah kecamatan atau 

w ilayah yang melingkunginya.  

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahw a Desa adalah suatu w ilayah yang memiliki batas-batas tertentu yang 

ditempati oleh sejumlah orang yang disebut masyarakat yang memiliki satu 

kesatuan dan adat istiadat yang hidup saling mengenal dan bergotong-

royong. Menurut Nurcholis (2011: 65-66) terdapat empat tipe desa di 

Indonesia yaitu: 

a. Desa Adat (self-governing community) merupakan bentuk desa asli dan 

tertua di Indonesia yang mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan 

kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak 

menjalankan tugas administratif  yang diberikan oleh negara. Contoh 

desa adat adalah Desa Pekraman di Bali. 

b. Desa Administrasi (local state government) merupakan satuan w ilayah 

administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan 

pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi 

dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan negara untuk 

menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan negara. Desa 

administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan 

demokrasi. 

c. Desa Otonom sebagai local self-government merupakan desa yang 

dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang yang 

memiliki kew enangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang 

pembentukannnya, sehingga desa otonom memiliki kew enangan penuh 

mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.  

d. Desa Campuran (adat dan semiotonom), merupakan tipe desa yang 

mempunyai kew enangan campuran antara otonomi asli dan semi 

otonomi formal. Disebut campuran antara otonomi aslinya diakui oleh 

undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari 

kabupaten/kota. Disebut semiotonom karena model penyerahan urusan 
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pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di 

baw ahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Menurut teori 

desentralisasi atau oton omi daerah, penyerahan urusan pemerintahan 

hanya dari pemerintah pusat. Desa di bawah UU No. 22/1999 dan UU 

No. 32/2004 adalah tipe desa campuran semacam ini. 

 
2. Konsep Pem erintahan Desa 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut 

dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa.  

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005: Pemerintahan Desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dari pengertian di atas 

dapat simpulkan bahw a yang termasuk Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa 

dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kaur, Kepala Dusun).Badan 

Permusayaw aratan Desa juga termasuk unsur penyelenggara Pemerintahan 

Desa. Maka Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan BPD. 

Pemerintah desa berkew ajiban melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan sesuai dengan kew enangannya. Dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kew enangan 

desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
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asal-usul, dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini 

diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar 

mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian 

susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-

Undang Desa. Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuikan dengan 

kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi 

Rewansyah (2011) ada 5 (lima) fungsi utama pemerintah yaitu: (1) Fungsi 

pengaturan/regulasi, (2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat, (3) Fungsi 

pemberdayaan masyarakat, (4) Fungsi pengelolaan asset/kekayaan dan (5) 

Fungsi pengamanan dan perlindungan. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Pasal 25 bahw a Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut 

dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. 

Staf professional diartikansebagai pegaw ai yaitu pimpinan yang memiliki 

keahlian dalam bidangnya, bertanggungjaw ab, dan berperilaku professional 

dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala 

Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

Kondisi masyarakat perdesaan di Indonesia pada saat ini sangat 

beragam, mulai dari perilaku berladang berpindah, bertani menetap, desa 

industri, desa dengan mata pencaharian dominan sektor jasa sampai desa 

yang dengan fasilitas modern (semi urban dan urban) dapat ditemukan di 

w ilayah Indonesia di era milenium ini. Desa mengandung sejumlah kearifan-

kearifan lokal (local wisdom) yang apabila dicermati nilai yang terkandung 
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dalam kearifan tersebut maka dapat menjadi suatu kekuatan untuk 

beradaptasi dengan lingkungan dimana suatu masyarakat berdomisili di 

suatu w ilayah desa. Kearifan tersebut dapat dicermati dari aturan-aturan, 

norma, tata krama/ tata susila, bahasa, kelembagaan, nama dan gelaran, 

teknologi yang digunakan (konstruksi rumah, tata letak rumah, teknik irigasi, 

teknik pengolahan tanah dan peralatannya, teknik membuat jalan/jembatan, 

teknik perahu dan sebagainya). Sekiranya nilai (value) yang terkandung di 

dalam aspek-aspek tersebut diperhatikan dalam pengembangan teknologi di 

era modern ini, meski menggunakan bahan yang mungkin berbeda, maka 

keserasian lingkungan dan daya adaptasi tampaknya menjadi tetap tinggi.  

 
3. Alokasi Dana Desa 

Program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang 

didanai dari APBD maupun APBN tidak akan berjalan secara optimal jika 

tidak disertai dengan sistem implementasi dan strategi yang baik. Menurut 

Mardiasmo (2004:26) dalam bukunya Otonomi dan Manajemen Keuangan 

Daerah, terdapat tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan 

pelaksanaan program dan kegiatan di era otonomi daerah yaitu pengaw asan, 

pengendalian dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut berbeda dalam hal 

konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan (monitoring) mengacu pada 

tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif 

(masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. 

Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak 

eksekutif  (Pemerintah Daerah) dalam hal ini untuk menjamin 

dilaksanakannya system dan kebijakan manajemen sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh pihak yang independensi dan komptensi profesional untuk 

memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan 

standar atau kriteria yang ada. Pada tataran teknis aplikatif juga berbeda, 

monitoring dilakukan pada tahap aw al, pengendalian dilakukan terutama 

pada tahap menengah (operasional) yaitu level pengendalian managemen 
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(management control) dan pengendalian tugas (task control), sedangkan 

pemeriksaan dilakukan pada tahap akhir. 

Pembangunan desa merupakan proses kegiatan pembangunan yang 

berlangsung didesa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan 

penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

no: 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bahw a perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif  oleh 

pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) 

bahw a dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan 

lembaga kemasyarakatan desa.  

Tujuan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut: 

a. Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.  

b. Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan Pembangunan 

Daerah. 

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengaw asan. 

d. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat  

e. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya Desa secara ef isien, 

efektif , berkeadilan dan berkelanjutan. 

 
Alokasi Dana Desa atau ADD merupakan bagian keuangan desa 

yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahw a Alokasi Dana 

Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).  

Tujuan Alokasi Dana Desa menurut PP No.72 Tahun 2005 tentang 

Desa untuk (1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 

(2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat 

desa dan pemberdayaan masyarakat; (3) Meningkatkan pembangunan 
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infrastruktur pedesaan; (4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai kegamaan, 

sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; (5) 

Meningkatkan ketentraman dan  ketertiban masyarakat; (6) Meningkatkan 

pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan 

sosial dan ekonomi masyarakat; (7) Mendorong peningkatan kesw adayaan 

dan gotong royong masyarakat; dan (8) Meningkatkan pendapatan desa 

dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Selanjutnya, Pemberian kew enangan yang disertai dengan biaya 

perimbangan tersebut diwujudkan dalam pemberian Alokasi Dana Desa yang 

bertujuan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa untuk 

berperan aktif  dalam penyelenggaraan pembangunan di desanya. Alokasi 

Dana Desa merupakan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten 

Wonosobo kepada pemerintah desa yang berasal dari APBD Kabupaten 

Wonosobo, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal 

ini sesuai Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2008.  

Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan 

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku 

penanggungjawab ADD mengadakan musyaw arah desa untuk membahas 

rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, 

Badan Permusyaw aratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh 

masyarakat, hasil musyaw arah tersebut dituangkan dalam Rancangan 

Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan 

APBDes. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes 

yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh 

Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan 

penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada 
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setiap pelaksanaan kegiatan f isik ADD w ajib dilengkapi dengan Papan 

Informasi  Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. 

c. Tahap Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Selanjutnya, pelaporan atas 

Kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, meliputi: 

1) Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan 

dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, yang memuat realisasi 

penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD; 

2) Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup 

perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang 

dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan 

ADD. 

 
Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang 

berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelakasanaan dan 

penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan 

pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan f isik yang 

dilaksanakan. 

Bantuan Langsung ADD merupakan dana Bantuan Langsung yang 

dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan 

sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang 

diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan 

administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjaw abkan oleh 

Kepala Desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai 

bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai 

program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya 

gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa antara lain 

meliputi: 
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a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 

melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. 

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara 

partisipatif  sesuai dengan potensi yang dimiliki.  

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan  

kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.  

d. Mendorong peningkatan partisipasi sw adaya gotong royong masyarakat. 

 
Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa 

oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 

harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut: 

a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) 

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan 

prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. 

b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjaw abkan secara 

administrative, teknis dan hukum. 

c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 

hemat, terarah dan terkendali. 

d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) 

sengat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat 

berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa 

dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan 

melalui Musyaw arah Desa.  

e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti 

mekanisme yang berlaku. 
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Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan ADD tahun anggaran 2009 

disebutkan bahwa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai 

keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD adalah:  

1) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD. 
2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana 

pembangunan desa. 
3) Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam 

APB Desa. 
4) Daya serap (realisasi) sesuai dengan yang telah ditargetkan. 
5) Tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi dan besarnya jumlah penerima 

manfaat terutama dari kelompok masyarakat miskin. 
6) Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa. 
7) Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di 

desa. 
8) Tingginya kontribusi masyarakat (swadaya masyarakat) dalam 

pelaksanaan ADD. 
 

Kegiatan program ADD diharapkan mampu meningkatkan 

pembangunan dan partisipasi masyarakat. Harapan ini cukup beralasan 

mengingat masyarakat desa akan lebih leluasa berekspresi dalam upaya 

kemajuan desanya. Pelaksanaan pembangunan desa menjadi lebih 

maksimal karena realistis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dikerjakan 

oleh masyarakat dengan mendapatkan dukungan sw adaya. Masyarakat juga 

melakukan kontrol secara intensif  sehingga dapat menekan terjadinya 

penyimpangan dan semakin berfungsinya lembaga pemerintahan dan 

kemasyarakatan desa. Pelaksanaan kegiatan ADD dalam penegertian yang 

sesungguhnya memberikan kesempatan dan kepercayaan pada masyarakat 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengaw asan dan evaluasi. Oleh 

karena itu masyarakat benar-benar dapat memilih dan menentukan sendiri 

kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki 

dan kebutuhan masyarakat yang harus segera dipenuhi. 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim 

Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten. 

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan w ujud dari pemenuhan hak desa 

untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang 

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, 
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partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan 

meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan 

pembangunan dan pertumbuhan w ilayah-w ilayah strategis. Sehingga, hal ini 

dapat mengembangkan w ilayah-w ilayah tertinggal dalam suatu sistem 

w ilayah pengembangan.  

Program pengelolaan ADD adalah terobosan dalam upaya 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu 

untuk meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam proses 

pembangunan sehingga diharapkan desa akan dapat menentukan sendiri 

kebutuhan pembangunan desa sesuai potensi yang dimiliki. Sehingga 

upaya pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa serta 

pembangunan desa untuk meningkatkan perkembangan desa dapat 

segera tercapai. 

 
4. Peran Atau Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Dalam mew ujudkan prinsip demokrasi maka didalam pemerintahan 

desa dibentuklah suatu badan yang dapat mewujudkan aspirasi dari 

masyarakat desa. Badan tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan 

Desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 

2008 Tentang Pembentukan Peraturan Desa, Badan Permusyaw aratan Desa 

selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah unsur lembaga dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting, karena 

sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena 

itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya 

suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil 

yaitu desa. Badan Permusyaw aratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam bab XI bagian ketiga 

pasal 209 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan 
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peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. 

Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan sejajar dengan 

pemerintah desa, dengan fungsi utama pengawasan kinerja pemerintah desa 

(fungsi legislasi) meliputi pengaw asan pelaksanaan peraturan desa, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan menetapkan 

peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sesuai 

dengan fungsinya maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga 

permusyawaratan atau DPR kecil yang berada di desa yang mew adahi 

aspirasi masyarakat desa.  

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah disebutkan bahw a di desa dibentuk pemerintahan desa 

dan badan Permusyaw aratan desa, jadi BPD berkedudukan sebagai bagian 

dari pemerintah desa. BPD merupakan badan Permusyaw aratan di desa 

sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. 

Kedudukan sejajar sebagai mitra pemerintahan desa ini terlihat dalam pasal 

209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahw a, “badan 

Permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama 

kepala desa”.   

Sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari, oleh, dan untuk 

masyarakat, maka BPD dapat disebut sebagai lembaga permusyawaratan 

desa, yang memiliki fungsinya: 1) Pengaw asan terhadap pelaksana 

peraturan desa dan peraturan lainnya. 2) Mengaw asi pelaksanaan keputusan 

kepala desa. 3) Mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

desa. 4) Mengaw asi kebijakan desa.  

Perlu untuk lebih diperjelas soal fungsi dari Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD). Dalam pasal 34 PP No 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa BPD 

berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai 

fungsi mengaw asi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan 

pelaksanaan kinerja pemerintah Desa. Dengan fungsi yang demikian kuat, 

maka BPD sew ajarnya berada pada posisi yang setingkat di atas pemerintah 

desa. Untuk itu kemudian BPD mempunyai w ewenang ialah diantaranya: 
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a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala Desa 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. 

d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa 

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat, dan 

f . Menyusun tata tertib BPD 

 
Bab II Wew enang BPD Pasal 2 Tentang Tata Tertib Badan 

Permusyawaratan Desa, memutuskan bahw a: 

a. BPD sebagai lembaga permusyawaratan rakyat di desa, merupakan 

w ahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila.  

b. BPD mempunyai w ewenang: 

1) Melaksanakan pengaw asan terhadap: 

a) Pelaksanaan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan 

lainnya yang khusus mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa. 

b) Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. 

2) Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa. Yang 

harus dipikirkan lebih jauh adalah (a) Mengupayakan  standarnisasi 

penilaian hasil kerja pemerintah desa; (b) Batasan kew enangan 

pemerintah desa, dan (c) Mekanisme penyelesaian  masalah yang 

terjadi antar lembaga pemerintah desa. 

 
Badan Permusyaw aratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga 

pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa 

melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, 

seperti LMD yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD)  yang oleh 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Pembahasan mengenai Badan Perw akilan 

Desa dan Kepala Desa dalam undang-undang yang lama (UU No. 22 Tahun 

1999) pasal 104 dinyatakan bahwa: 
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“Badan Perw akilan Desa atau yang disebut dengan nama lain 
berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, serta 
membuat pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa.”  
 
Pada pasal selanjutnya (pasal 105) dijelaskan bahw a : 

a. Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa 

yang memenuhi persyaratan. 

b. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih  dari dan oleh anggota. 

c. Badan Perw akilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan 

Peraturan Desa. 

d. Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Desa. 

 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Badan 

Perw akilan Desa yang semula diharapkan dapat menjalankan fungsi 

check and balance di desa, telah dikurangi perannya. Berdasarkan 

undang-undang tersebut, tidak mengenal lagi lembaga perw akilan. Yang 

ada adalah lembaga permusyawaratan desa yang disebut dengan Badan 

Permusyawaratan Desa.  

Pada pasal 209 undang-undang tersebut dijelaskan bahw a 

“Badan Permusyaw aratan Desa berfungsi menetapkan peraturan 
Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat.”  
 
Pada pasal selanjutnya (pasal 210), dijelaskan bahw a : 

a. Anggota Badan Permusyaw aratan Desa adalah w akil dari penduduk desa 

bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 

b. Pimpinan Badan permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh Anggota 

Badan Permusyaw aratan Desa. 

c. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan desa adalah 6 (enam) 

tahun dan dapat dipilih 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

d. Syarat dan penetapan anggota Badan Permusyaw aratan Desa diatur 

dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 
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Dalam hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa, jika sebelumnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 telah 

memberikan legitimasi kepada BPD untuk melakukan pengaw asan yang 

penuh terhadap pelaksanaan pemerintahan seorang Kepala Desa. Kepala 

Desa, berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 bertanggung 

jawab kepada rakyat melalui BPD (Badan Perw akilan Desa) dan 

menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya pada Bupati. Sedangkan 

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 sama sekali tidak memberikan 

legitimasi kepada BPD untuk melakukan pengaw asan yang penuh terhadap 

pelaksanaan pemerintahan seorang Kepala Desa. BPD mrupakan lembaga 

perw ujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD 

dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. Peranan BPD menurut Pasal 

209 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berfungsi 

menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, lalu diimplementasikan peran BPD pada 

Peraturan Pemerintah yang mengaturnya yaitu Pasal 35 PP tahun 2005 

tentang Desa bahw a BPD juga mempunyai w ew enang yang luas yaitu 

mengaw asi pelaksanaan Peraturan Desa. Pengaturannya lebih lanjut 

didasarkan pada peraturan pemerintah. Dengan demikian, Undang- 

Undang No. 32 tahun 2004 dijelaskan bahw a terdapat campur tangan BPD 

dalam penyusunan peraturan desa. Pada pasal 209 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 juga mencantumkan fungsi BPD, yakni menetapkan 

peraturan desa (perdes) bersama kepala desa (Kades), serta menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi kontrol yang  sangat 

berbeda jauh dengan Badan Perw akilan Desa. Dalam Badan 

Permusyawaratan Desa fungsi kontrol terhadap kepala Desa dalam 

menjalankan tugasnya lemah. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dari 

Badan Permusyawaratan Desa, antara lain: 

a. Tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat/pemilihan langsung 

b. Keanggotaan berbasis tokoh masyarakat yang tidak mencerminkan 

keanggotaan desa 

c. Kekuatan legitimasi lemah tetapi membuat peraturan desa 
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d. Fungsi kontrol ada pada badan musyawarah desa, namun dalam hal 

pengambilan keputusan terkait sanksi diserahkan kepada Camat dan 

Bupati. 

e. Sebagian besar badan musyaw arah desa hanya digunakan sebagai alat 

pembenaran oleh pemerintah. 

Kegiatan pengaw asan digunakan untuk memastikan bahw a 

organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga 

merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan 

adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan 

Pengaw asan adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan tujuan, 

menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil 

tindakan-tindakan korektif  dimana perlu (Brantas, 2009:28). Kegiatan 

pengaw asan digunakan untuk memastikan bahw a organisasi terlaksana 

seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk 

mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang 

akan mengganggu pencapaian tujuan. 

Dalam Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 Tentang Desa, pasal 55 menjelaskan bahw a Badan 

Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi; a) Membahas dan menyepakati 

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) Menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c) Melakukan pengaw asan 

kinerja Kepala Desa. 

BPD bertanggungjaw ab penuh terhadap kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa. Kehadiran BPD untuk 

membangun Cheks and Balances serta untuk menyalurkan aspirasi 

masyarakat yang lebih luas dalam kebijakan tentang desa. Peranan BPD 

sebagai lembaga legislatif  dituntut tanggung jawab dan mempunyai 

kemampuan dalam melaksanannakan tugas-tugasnya dengan baik. Posisi 

dari BPD sebagai mitra dari pemerintah desa harus mampu menunjukkan 

sikap profesionalitas kerja karena kedudukan BPD terpisah dengan 

pemerintah desa. BPD harus mampu mencermati setiap aliran-aliran dana 

yang ditetapkan dan disalurkan kemasing-masing pos pekerjaan yang telah 

ditetapkan untuk dikerjakan secara tepat guna dan tepat pengalokasiannya 

sebagai bentuk preventif  dari tindakan penyelewengan yang timbul. 
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5. Kajian Penelitian Tedahulu 

Beberapa penelitian yang mendukung pentingnya peran BP dalam 

pengelolaan ADD telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti yang 

berhasil penulis himpun dari berbagai sumber. Kajian empiris tentang 

penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian 

yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan 

sehingga hasil penelitian yang dilakukan akan membuktikan kembali apakah 

penelitian yang pernah dilakukan tersebut masih relevan dengan kondisi saat 

ini atau diperoleh temuan-temuan baru dalam penelitian yang akan 

dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Subroto (2009) dalam Studi Kasus 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam  Wilayah Kecamatan 

Tlogomulyo Kabupaten Temanggung  Tahun 2008.  Penelitian tersebut 

menunjukkan  bahw a perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD, sudah 

menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. 

Sedangkan dalam pertanggungjaw aban dilihat secara hasil f isik sudah 

menunjukkan pelaksanaan  yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi 

administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum 

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum 

efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber 

daya manusia, sehingga  masih memerlukan pendampingan dari aparat 

Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. 

Penelitian lain dilakukan oleh Mahfudz (2009) menjelaskan bahw a 

berdasar hasil penelitian yang secara eksplisit, dapat ditarik kesimpulan  

bahw a beberapa regulasi tentang ADD tidak diimplementasikan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Setiap desa memiliki pertimbangan yang 

berbeda diantaranya jumlah penduduk, aksestabilitas dan potensi yang 

dimiliki. Namun demikian ADD memiliki dampak positif  dan multiplier ef fect 

yang signif ikan terhadap pengembangan infrastruktur dan pengetahuan 

masyarakat, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 
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Penelitian Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiw i, Suw ondo 

(2013), hasil penelitian menunjukkan bahw a sebagian dari dana ADD untuk 

pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah 

desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan 

peruntukannya.  Faktor pendukung  dalam pengelolaan ADD  adalah  

partisipasi masyarakat.  Faktor penghambat,  kualitas sumber daya manusia 

dan kurangnya pengaw asan langsung oleh masyarakat. 

Penelitian Landa (2015) mneunjukkan bahwa pngaw asan yang 

dilakukan oleh BP dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu pada saat 

persiapan, perencanaan dan pelaksanaan serta penggunaan ADD masih 

belum optimal yaitu 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti 

peningkatan pelayanan desa, insentif pemerintah desa, pembelian alat 

kantor untuk pemerintahan desa dan BPD. Dan 70 % untuk pemberdayaan 

masyarakat yang f isik seperti pembuatan jembatan, jalan desa dan non f isik 

seperti penyuluhan lingkungan hidup, keshatan, pendidikan di desa Tintin 

Peninjau Kecamatan mpanang Kabupaten Kapuas Hulu, sudah dilaksanakan 

dengan baik. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini hendak 

mengkaji tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 di Desa Besani Kecamatan 

Leksono Kabupaten Wonosobo. 

 
B. Kerangka Pemikiran 

Untuk menjadikan BPD yang efektif  dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya, dalam hal ini efektif  bermakna bahw a BPD dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik yaitu mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dari 

masyarakat kepada Pemerintah Desa serta berhasil menetapkan Peraturan 

Desa bersama Kepala Desa yang dapat dilihat dari beberapa indikator yang 

telah ditentukan dalam tugas dan w ew enang Badan Permusyaw aratan Desa 

(BPD). 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif  kualitatif . Menurut Usman dan Akbar (2009: 4) penelitian 

deskriptif  bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain 

penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah 

berlangsung pada saat studi. Selanjutnya menurut Bogdan dan Taylor 

(Moleong, 2011: 3) metodologi kualitatif  merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. Lebih lanjut Moleong (2011: 6) 

menjelaskan bahw a penelitian kualitatif  merupakan penelitian yang didasarkan 

pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dengan rinci, dibentuk 

dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit yang kemudian akan 

menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis 

statistik dan cara kuantif ikasi lainnya. Alasan peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif  adalah sifat masalah yang diteliti, karena begitu kompleks 

maka peneliti ingin memperoleh gambaran fenomena secara holistik dan dapat 

dijelaskan secara rinci untuk menjaw ab dari rumusan masalah penelitian. 

Penelitian ini akan mengkaji tentang peran Badan Permusyaw aratan Desa 

(BPD) dalam penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 di Desa Besani 

Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo. 

  
B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dipilih di Desa Besani Kecamatan Leksono Kabupaten 

Wonosobo dengan pertimbangan bahw a peran BPD dalam penggunaan dana 

desa masih belum optimal, seperti kesiapan dan kemampuan sumber daya 

manusia pelaksana, sehingga pneggunaan Dana Desa belum berjalan secara 

optimal seperti harapan.  
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C. Informan Penelitian 

Instrumen Penelitian yang utama adalah peneliti sendiri dan ditambah 

observasi dan w awancara dengan stakeholder yang terlibat dalam penelitian 

ini yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Untuk 

memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan w awancara 

secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber 

informasi. Penulis mengambil informan secara purposive sampling, yaitu teknik 

penarikan sampel dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada 

orang yang dianggap dapat memberikan informasi, informan tersebut adalah: 

1. Kepala desa Besani 

2. Bendahara Desa Besani 

3. Kasi PMD Kecamatan Leksono 

4. Anggota Badan Permusyaw aratan Desa Besani 

5. Tokoh masyarakat yang ada di desa Besani 

6. Masyarakat yang ada di desa Besani 

Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta 

memahami dan dapat memberikan informasi terkait peran BPD dalam 

penggunaan Alokasi Dana Desa. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu rangkaian penelitian melalui 

prosedur sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian. Selain itu, juga teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk 

mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat 

berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), 

realible (dapat dipercaya), dan objektif  (sesuai dengan kenyataan). Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana Peneliti 

atau Pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek 

penelitian. Pengamatan (Observasi) langsung terhadap objek penelitian 

sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan 
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terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiw a, sehingga 

observer berada bersama objek yang diteliti. 

2. Waw ancara mendalam dengan menggunakan pedoman w awancara 

(interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pew aw ancara (yang mengajukan pertanyaan) 

dan yang diw awancarai (yang memberikan jaw aban atas pertanyaan). 

Waw ancara mengkaji dan menggali informasi dari masyarakat dan kepala 

desa secara komprehensif  dan seobyektif  mungkin yang dilakukan  peneliti 

secara maksimal dengan mengacu pada pedoman w awancara. 

3. Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik 

w aw ancara mendalam.  

 
E. Indikator Keberhasilan Peran BPD Menurut UU No. 16 Tahun 2014 

UU No. 6/2014 mengeluarkan (eksklusi) BPD dari unsur penyelenggara 

pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. BPD menjadi lembaga 

desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus juga menjalankan 

fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; melakukan 

pengaw asan kinerja Kepala Desa serta menyelenggarakan musyaw arah desa. 

Ini berarti bahw a eksklusi BPD dan pelemahan fungsi hukum BPD digantikan 

dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol dan deliberasi). 

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55 huruf 

(c) mngatur bahw a yaitu BPD memiliki hak pengaw asan atas penyelenggaraan 

pemerintah Desa oleh Kepala Desa yaitu memiliki lembaga yang mampu 

menciptakan check and balances dalam pembangunan desa. 

 
F.  Fokus Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang diambil, maka yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peran BPD dalam penggunaan 

Alokasi Dana Desa. Secara lebih rinci, fokus penelitian dapat dilihat pada matrik 

berikut: 
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Tabel 3.1 Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Aspek Kajian Sub Aspek Kajian 

Peran BPD 

dalam 

penggunaan 

Alokasi Dana 

Desa 

1) Checks 

 

a) Memperjuangkan kepentingan 

masyarakat 

b) Mengakomodasikan kepentingan 

masyarakat 

 

2) Balances 

 

a) Penampung aspirasi masyarakat 

b) Penyalur aspirasi masyarakat 

 

Sumber: Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55 

 
G. Teknik Analisis Data 

Analisis data di lapangan menggunakan teknik model Miles and 

Huberman. Menurut Miles dan Huberman (2007:16), dalam model analisis 

interaktif  dinyatakan bahw a analisis data tersebut terdiri 3 alur kegiatan, yaitu: 

reduksi data, data display (penyajian data) dan conclution drawing/ verification 

(penarikan kesimpulan), sebagai berikut: 

1.  Reduksi data (data reduction) 

 Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dari data 

yang diperoleh di lapangan. Dalam mereduksi data, peneliti akan dipandu 

oleh tujuan yang akan dicapai. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 

menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam 

tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan 

diverif ikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai 

permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih spesif ik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan 

data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin 

lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, 

semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan 

sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya. 
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2.  Penyajian data (data display) 

 Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Tapi yang paling sering digunakan menurut Miles 

and Huberman adalah dengan teks yang bersifat naratif . Susunan penyajian 

data yang baik dan jelas sistematikanya akan sangat membantu peneliti itu 

sendiri. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, 

tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif , bagan, hubungan antar 

kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut 

mempermudah peneliti dalam memahami apa yan terjadi. Pada langkah ini, 

peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang 

didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjaw ab masalah 

penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting 

menuju tercapainya analisis kualitatif  yang valid dan handal. Dalam 

melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara 

naratif , akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai 

proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis 

data kualitatif  adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan 

melakukan verif ikasi data. 

3.  Penarikan kesimpulan/verif ikasi (conclusion drawing/verification) 

 Penarikan kesimpulan aw al yang dikemukakan masih bersifat sementara 

dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulam aw al sudah 

didukung bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang 

telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau 

verif ikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, 
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keteraturan, pola-pola, penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum 

melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, 

penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verif ikasi dari kegiatan-

kegiatan sebelumnya. Proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, 

secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan 

kesimpulan atau verif ikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan 

verif ikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang 

disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap 

akhir dari kegiatan analisis data.Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap 

akhir dari pengolahan data 

 
Dari ketiga langkah analisis data tersebut, aktivitasnya berbentuk 

interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Model seperti 

ini disebut model analisis interaktif  yang dapat digambarkan sebagai berikut:  

 
Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Milles dan Huberman (2007:20) 

 

Berdasarkan diagram hubungan antar komponen model interaktif  dalam 

analisis data kualitatif  merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-

menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

verif ikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian 

kegiatan analisis yang saling susul menyusul. 

Pengumpulan 
data 

Reduksi data 

Penyajian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gam baran Umum  Obyek Penelitian 

1. Profil Desa Besani Kecam atan Leksono Kabupaten Wonosobo 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Besani. Desa Besani merupakan 

salah satu desa yang terletak di Keamatan Leksono yaitu sebuah kecamatan 

di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Leksono 

merupakan salah satu kaw asan di Kabupaten Wonosobo yang merupakan 

daerah pegunungan. Kecamatan Leksono merupakan salah satu dari 15 

Kecamatan di Kabupaten Wonosobo, terletak antara 70 20’ 40’’ sampai 70 26’ 

47’’ Lintang Selatan (LS) dan 1090 48’ 09” sampai 1090 53’ 28’’ Bujur Timur 

(BT), berjarak 10 km dari Ibu Kota Kabupaten Wonosobo dan 132 km dari 

Ibu Kota Provinsi Jaw a Tengah, berada pada ketinggian berkisar antara 300 

sampai dengan 900 m diatas permukaan laut. Hal ini sangat mendukung 

untuk pengembangan potensi unggulan kecamatan sebagai mata 

pencaharian utama masyarakat Kecamatan Leksono.  

Potensi unggulan Kecamatan Leksono meliputi; 1) Sektor Pertanian, 

Padi dan Jagung, 2) Sektor Perkebunan, Salak. 3) Home Industri, Pengrajin 

Gula merah dan pengrajin anyaman bambu. Kecamatan Leksono 

merupakan kecamatan yang dilalui aliran sungai serayu sehingga lahan 

pertanian di sepanjang aliran ini sangat subur daerah dan lebih menarik lagi 

kecamatan Leksono ini pengahasil buah-buahan seperti; alpokad, durian, 

pisang salak, nangka, duku, jambu, pepaya, rambutan dan nanas 

disamping buah juga penghasil kopi dan cacao sehingga Kecamatan 

Leksono merupakan kaw asan Agropolitan Rojonoto. Agroplitan dapat 

diartikan sebagai kota (politan) pertanian (agro), yang tumbuh dan 

berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu 

melayani mendorong, menarik menghela, kegiatan pembangunan pertanian 

(agribisnis) di w ilayah sekitarnya. 

Secara Administrasi Kecamatan Leksono berbatasan langsung 

dengan; 1) Sebelah Utara Kecamatan Watumalang, 2) Sebelah Timur 

Kecamatan Selomerto, 3) Sebelah Selatan Kecamatan Kaliw iro dan 4) 
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Sebelah Barat Kecamatan Sukoharjo dan Kab. Banjarnegara. Luas 

Kecamatan Leksono adalah 4.407,00 ha, dengan komposisi tata guna 

lahan atas lahan saw ah seluas 949,625 ha tanah kering seluas 3.003,127 

ha, hutan negara 316,10 ha dan lainnya seluas 124,315 ha. Secara 

administratif  Kecamatan Leksono terbagi dalam 13 Desa dan 1 Kelurahan, 

salah satunya, Desa Besani yang menjadi obyek dalam penelitian ini.  

Berdasarkan Perdes No UU No.72 Tahun 2005, letak Desa Besani 

berbatasan dengan Desa Sojokerto di selatan, Desa Jonggolsari di timur, 

Desa Leksono di barat, serta Desa Kalimendong di utara. Di sisi timur 

terdapat gunung Sindoro dan Sumbing yang sangat memuaskan hati. 

Gunung Sindoro (3.136 meter) dan Gunung Sumbing (3.371 meter). Desa 

Besani terdiri atas 5 Dusun, terdiri dari 3 RW dan 22 RT. Pusat 

Pemerintahan Desa Besani berada di Dusun Serayu. Potensi yang dimiliki 

desa Besani antara lain; gula kelapa,Tempe, opak, jipang, susu kedelai, 

cetak buah, dan enting-enting. 

 
2. Sejarah Desa Besani  

Pada zaman kerajaan ada seorang pangeran dari Lumajang,bernama 

Raden Dono Wongso yang pertama kali bubak atau membuka Desa Besani 

menyamar sebagai Kyai Gendong. Kalau Gendong berasal dari kata Gengen 

dan dong dong, w aktu membuka hutan pertama kali ada pohon aren 

melintang. Pohon aren tersebut berlubang dan di pukul berbunyi gen-gen 

dong-dong,disebut Gendong.Kata Besani berasal dari Besan (Bahasa Jaw a: 

Bebe’san) yaitu antara Kyai Gendong dengan Kyai Argotaw is (Nama 

samaran dari Raden Wirataruna) yang berasal dari gunung taw ang.maka 

tanah tersebut oleh Kyai Argotaw is disebut tanah Besan/Besani hingga 

sekarang tanah tersebut diberi nama Dusun Besani.  

Raden Bagus Taruna Gendong putra dari Raden Dono Wongso 

menjalin asmara dengan seorang putri, karena kekagumannya 

kecantikannya maka beliau menyebut “ Kamu yang cantik” (bahasa jaw a: 

Sira Kang Ayu). Kebetulan kata tersebut terdengar oleh w arga, terdengar 

”SERAYU”. Sehingga sampai saat ini konon di Dusun Serayu terkenal 

dengan kencantikan w anita/gadisnya. Raden Bagus Row oijo adalah anak ke 
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2 dari Kyai Gendong dirasa sudah dew asa dan mandiri untuk berpisah 

dengan orang tuanya maka beliau diberi lahan oleh ayahnya. Maka kyai 

Gendong berkata “Kamu yang memiliki” (bahasa jawa: Sira Kang Andil). 

Maka sebagai sebutan (bahasa jaw a: tetenger) lahan tersebut dinamakan 

Serandil (dari kata, bahasa jawa: Sira Kang Andil). Hingga sekarang tanah 

tersebut diberi nama Dusun Serandil. 

Raden Bagus Row oijo mempunyai seorang anak namanya 

Pembayun. Pembayun diberikan tanah oleh ayahnya berupa tanah Puntuk 

serta berlempung (bahasa jawa:Nglempong). Di tanah tersebut didirikan 

rumah dan di beri nama Lempong (tanah Berlempung),namun setelah tinggal 

di lahan tersebut w arga selalu diderita berbagai macam penyakit.Maka 

seluruh warga pindah ke tanah yang yang dirasa akan memberikan masa 

depan yang lebih baik maka dilahan tersebut oleh w arga memberi nama 

Candi Mulya (artinya: rumah yang nyaman) w arga bebas dari berbagai 

macam penyakit, 

Putra dari Raden Row oijo yang kedua diberikan tanah untuk ditempati 

namun lahan tersebut tanahnya mudah retak/longsor (bahasa jaw a: sempal) 

disebabkan air sungai yang mengalir mengikis/menabrak (Bahasa Jaw a: 

nyempor) bukit tersebut, sehingga w arga memberikan nama bukit tersebut 

SEMPOR. Maka hingga saat ini w arga di dukuh Sempor harus selalu 

w aspada/hati-hati karena tanahnya mudah retak/longsor. Sehingga warga di 

dukuh mempunyai kepercayaan Merdi Dukuh setiap satu tahun sekali yaitu 

pada bulan Sura dengan kesenian Tayub dengan keyakinan akan diberikan 

keselamatan oleh ALLAH SWT. Demikian legenda dari Desa Besani, 

diketahui masing masing dusun ternyata masih dalam satu keluarga. 

 
B. Gam baran Um um Badan Perusyaw aratan Desa (BPD) Desa Besani 

Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo 

Badan Perusyaw aratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai 

kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota 

masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD 

berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kew enangan 

mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala 
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Desa tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat desa, 

Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada BPD. Namun, demikian 

kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama -sama dilihat oleh 

masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat. Kedudukan BPD dan 

pemerintah desa sejajar, artinya Kepala Desa dan BPD sama posisinya dan 

tidak ada yang berada lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya dipilih oleh 

masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Badan 

Perusyaw aratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

dalam pemerintahan desa. Desa secara administratif  merupakan bentuk 

pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan 

secara langsung. BPD merupakan sebuah badan baru di tingkat pemerintahan 

desa yang mempunyai kedudukan penting di dalam pemerintahan desa 

tersebut. Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang dijalankan bersama-

sama antara BPD dengan pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan 

Perangkat Desa. Masa bakti anggota BPD Desa Besani, Kecamatan Leksono, 

Kabupaten Wonosobo adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 

pelantikan, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Untuk 

proses pembentukan anggota BPD Desa Besani melalui beberapa proses 

yaitu proses perencanaan, proses pencalonan, dan proses pemilihan.  

Dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3, bahwa yang 

dimaksud dengan Pemerintah Desa atau yang disebut dengannama lain adalah 

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan perangkat desa 

terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, yang 

jumlanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. 

Dengan kata lain, pemerintahan desa adalah organisasi desa yang terdiri atas:  

1. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa 

2. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas: 1) Sekretariat desa, yaitu 

unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa 2) Unsur 

pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan 

urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-

lain 3) Unsur kewilayahaan, yaitu pembantu kepala desa diw ilayah kerjanya 
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seperti kepala dusun Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat 

dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi: 

a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kemasyarakatan 

b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan  

c. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa 

d. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong-royong 

masyarakat  

e. Melaksanakan ketertiban dan dan ketentraman masyarakat 

f . Melaksanakan musyaw arah penyelesaian perselisihan, dan lain 

sebagainnya 

 
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan 

berdasarkan keterwakilan w ilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun 

Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau 

pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan 

dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai 

Kepala Desa dan Perangkat Desa. Fungsi BPD meliputi pengawasan terhadap 

pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan 

Keputusan Kepala Desa (Deddy Supriyady, 2003: 27). Partisipasi rakyat melalui 

BPD ini akan terlihat, karena lew at BPD ini masyarakat dapat ikut menentukan 

kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dengan fungsi 

legislasi dan kontrol yang dimiliki. 

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahahan desa. 

Anggota BPD adalah w akil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan 

keterwakilan w ilayah yang ditetapkan dengan cara musyaw arah dan mufakat. 

Anggota BPD terdiri dari ketua rukun w arga, pemangku adat, golongan profesi, 

pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Untuk masa 

jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 

untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD harus berjumlah 

ganjil, minimal 5 orang maksimal 11 orang, dengan memperhatikan luas 
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w ilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Untuk peresmian 

anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/walikota. Pimpinan BPD 

terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang w akil ketua, dan 1 orang sekretaris yang 

dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung. Jumlah anggota BPD di 

desa Besani sebanyak 7 (Tujuh) orang, yang terdiri atas : 

Ketua BPD  : 1 orang 

Wakil Ketua BPD : 1 orang 

Anggota  : 5 orang 

 
BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu BPD juga 

mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka 

pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Dalam rangka 

melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai w ewenang berdasarkan pasal 55 

UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut: 

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa 

2. Melaksanakan pengaw asan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 

peraturan kepala desa 

3. Mengusulkan pengangkatan dan pemeberhentian kepala desa 

4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa 

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat, dan 

6. Menyusun tata tertib BPD. 

Dalam upaya mew ujudkan pelaksanaan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi 

Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas 

musyaw arah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itulah, BPD mempunyai 

fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan Desa bersama Kepala 

Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengaw asi 

pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan 

pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. 
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Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD, rapat dinyatakan sah apabila 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ dari jumlah anggota BPD, dan keputusan 

ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal tertentu (rapat BPD yang 

akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis 

bagi kepentingan masyarakat desa, seperti usul pemberhentian kepala desa 

dan melakukan pinjaman), rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan 

dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ ditambah 1 dari jumlah anggota 

BPD yang hadir. 

BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh 

Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. Persyaratan menjadi 

anggota BPD adalah penduduk desa w arga Negara Republik Indonesia dengan 

beberapa persyaratan yang mengikat, penetapan jumlah anggota BPD 

ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas w ilayah, dan kemampuan 

keuangan desa yang bersangkutan.  

 
C. Hasil Analisis Data Penelitian 

Penelitian ini akan mengkaji tentang peran BPD dalam penggunaan 

Alokasi Dana Desa tahun 2016 di Desa Besani Kecamatan Leksono 

Kabupaten Wonosobo. Secara umum BPD Desa Besani telah memiliki 

paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen 

dalam melakukan fungsi dan perannya. Keberadaan BPD desa Besani telah 

mulai menampakkan perananannya sebagai checks and balances antara 

pemerintah desa dan masyarakat desa Besani. Hasil penleitian tentang peran 

BPD tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Checks (Peran Pengaw asan Dalam  Pengelolaan Dana Desa) 

a. Mem perjuangkan Kepentingan Masyarakat 

Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Sementara itu, BPD 

merupakan lembaga yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa. BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa memiliki peranan 
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sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan 

desa, karena merupakan lembaga yang paling dekat dengan 

masyarakat, diantaranya dalam memperjuangkan kepentingan 

masyarakat, dalam penyerapan aspirasi masyarakat desa, legislasi, 

dan pengaw asan dalam hal pengelolaan dana desa.  

Badan Permusyaw aratan Desa merupakan organisasi yang 

berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama 

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Maksudnya disini adalah fungsi yang menjelaskan bagaimana cara 

Pemerintah Desa dalam hal ini adalah BPD dalam membahas dan 

melibatkan masyarakat dalam pembahasan pembangunan. Tanggapan 

masyarakat terkait peran BPD ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Sugianto, sbagai berikut: 

“Sebelumnya kepala desa mengusulkan rancangannya bersama 
BPD untuk membahas dan disetujui dalam musyaw arah desa 
yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat yang terkait, selanjutnya 
dalam proses pembuatan peraturan desa atau perumusan 
peraturan desa mengacu pada RPJMDesa”. 
 
Hal ini dipertegas oleh Bapak Mujer selaku anggota BP, sebagai 

berikut: 

“Pengusulan rancangan peraturan desa bersama BPD telah 
disetujui dalam musyaw arah dan mufakat, dalam hal ini memang 
sudah tugas BPD dan anggotanya pada perumusan tentang 
prioritas-prioritas pembangunan dan telah mendapat persetujuan 
dari masyarakat secara musyaw arah, jadi memang sebelumnya 
telah ada pembahasan yang kami lakukan”. 
 
Peran serta dari BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa, diantaranya ikut menyelenggarakan pemerintahan desa bersama 

dengan pemerintah desa dan BPD juga berperan sebagai pengawas dari 

pemerintah desa. BPD juga mengaw asi pelaksanaan peraturan desa 

maupun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa. Dalam program 

penyusunan Alokasi Dana Desa tidak lepas dari pihak – pihak terkait yaitu 

disamping ada Tim Pelaksana Teknis Alokasi Dana Desa, perangkat 

desa, lembaga kemasyarakatan dan juga tokoh masyarakat. Hal ini 
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seperti yang disampaikan oleh Bapak Jarir, selaku Kepala Desa Besani, 

sebagai berikut: 

“Dalam melaksanaan ADD Pemerintah Desa harus terlebih dahulu 
menyusun Program Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan kami 
melibatkan Tim Pelaksana Teknis Alokasi Dana Desa, unsur 
Pemerintahan Desa, BPD, LMD, RT/RW, Karang Taruna, PKK dan 
lembaga Kemasyarakatan”. 

 
Selanjutnya, terkait peran BPD sendiri, Bapak Jarir menjelaskan 

bahw a: 

“BPD sebagai Badan Permusyarawarat Desa selama ini telah 
menjadi mitra dari pemerintah desa, dan selama ini telah berjalan 
seiring dan sejalan serta saling mendukung dalam menjalankan 
tugas dan fungsi dalam membangun demi kesejahteraan 
masyarakat, khususnya masyarakat Desa Besani. Apabila 
pemerintah desa menyimpang dari peraturan maka BPD berhak 
untuk memperingatkan”. 
 
Pernyataan ini sesuaia dengan penjelasan yang disampaikan oleh 

Bapak Mujer, selaku anggota BPD sebagai berikut: 

“Setelah saya ditunjuk untuk menjadi anggota BPD, saya berusaha 
menjalankan suara warga, aspirasi dan usulan-usulan dari 
masyarakat, saya sampaikan ke dalam forum rapat yang 
diselenggarakan oleh pemerintah desa bersama dengan Tim Tim 
Pelaksana Teknis Kegiatan ADD. Dalam kesempatan itu, beberapa 
tokoh masyarakat, dan dari kelompok karang taruna desa dan 
perw akilan dari kelompok PKK. Dalam hal ini BPD dan pemerintah 
desa Besani telah menjalankan fungsi masing-masing yang saling 
mendukung demi kesejahteraan masyarakat”. 
 
Dalam penggunaan program-program yang sudah berjalan telah 

sesuai Rencana Penggunaan Dana, seperti yang disampaikan Bapak Jarir 

selaku Kepala Desa Besani, sebagai berikut: 

“Pembangunan-pembangunan baik f isik maupun non f isik di Desa 
Besani ini saya rasa sudah berjalan sesuai dengan Rencana 
Penggunaan Dana (RPD) terkait dengan Program Belanja Aparatur 
dan Belanja Operasional Pemerintah Desa dan serta Program 
Belanja Pemberdayaan Masyarakat. Demikian juga program-
program non f isik, seperti program pembrayaan, program PKK 
maupun kegiatan-kegiatan pemuda seperti Karang Taruna”. 
 
Sebelum menentukan priorotas-prioritas pembangunan yang akan 

dilaksanakan, diadakan rapat antara BPD dan pemerintah desa guna 
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menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD), seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Jarir Kepala Desa Besani, sebagai berikut: 

“Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa 
sama-sama memiliki peran yang sangat penting. Biasanya kita 
melakukan rapat dalam forum BPD. Rapat BPD tersebut 
membahas dan menetapkan Peraturan Desa dapat dihadiri oleh 
lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait sebagai 
peninjau. Pengambilan keputusan dalam penetapan Peraturan 
Desa dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat. Apabila 
dalam musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan yang 
bulat, dapat diambil secara voting berdasarkan suara terbanyak. 
Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan 
rapat yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua 
pertiga) dari jumlah anggota BPD dan dianggap tidak sah apabila 
jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari ketentuan tersebut”. 
 
Rencana Penggunaan Dana (RPD) disusun untuk mencairkan 

dana Alokasi Dana Desa, dalam pencairan Alokasi Dana Desa ada 

mekanisme dan persyaratan pencairannya. Mekanisme penyaluran dan 

pencairan ADD pada desa Besani sudah sesuai dengan peraturan yang 

mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Nashoka, selaku Bendahara Desa 

Besani, sebagai berikut: 

“Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD, secara teknis ada 
beberapa tahap yang harus di lalui, yaitu sebagai berikut: setelah 
semua berkas pengajuan ADD lengkap dan dalam berkas 
pengajuan mengetahui camat, diajukan ke Bagian Tata 
Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, 
kemudian meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya 
kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Ke-uangan dan 
Asset (DPPKA). Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka 
DPPKA segera mentransfer dana ADD ke rekening PTPKD desa 
Besani. Alokasi Dana Desa akan dicairkan melalui 2 Tahap. Untuk 
persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa saya juga sudah 
membuat Surat pengantar dari camat kepada Bupati melalui 
Kepala DPPKAD, Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa, 
Kw itansi bermeterai Rp.6000,00 dengan nilai besaran ADD sesuai 
dengan nilai ADD yang diterima pada Tahap I”. 
 
Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Bendahara Desa Besani, Bapak 

Nashoka, sebagai berikut: 
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“Dalam proses pencairan Dana Desa, setiap pencairan melalui 
tahap I dan tahap II harus mendapatkan rekomendasi dari 
kecamatan, Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan dana 
ADD Tahap I yang ditandatangani kepala desa, bermeterai 
Rp.6.000,00, Foto copy buku Rekening Kas Pemerintah Desa, 
Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan 
Bendahara Desa Tahun Anggaran 2016, Fotocopy NPWP 
Bendahara Desa, Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Tim 
Pelaksana Teknis Kegiatan ADD Tahun 2016 dan Pakta Integritas 
penggunaan dana ADD Tahap I yang ditandatangani kepala desa, 
bermeterai Rp.6.000,00 untuk pencairan Alokasi Dana Desa” 
 
Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ef isien, ekonomis, 

efektif , transparan, dan bertanggungjaw ab dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat 

setempat, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 

tahun 2015 tentang Dana Desa.  

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Besani Kecamatan Leksono, 

BPD Desa Besani melakukan kegiatan kontrol dan evaluasi terhadap hasil 

pengawasan APBDes lalu (tahun berjalan) dan melakukan proyeksi untuk 

APBDes tahun mendatang. Menurut keterangan Bapak Jarir selaku 

Kepala Desa, sebagai berikut:  

“Dalam forum BPD selain dihadiri oleh pimpinan dan anggota, juga 
mengundang kehadiran lembaga kemasyarakatan desa yang 
terdiri dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan juga lembaga 
pemberdayaan masyarakat (LPM). Masyarakat secara personal, 
baik berasal dari tokoh bisnis, tokoh masyarakat, tokoh agama, 
dan tokoh poltik desa dapat memberikan saran serta masukan 
pada tahap ini baik kepada pemerintah desa dan atau forum BPD 
berkaitan dengan rancanagan APBDes”. 
 
Masyarakat merupakan subyek pembangunan, oleh karenanya 

keikutsertaannya dalam pembangunan sangatlah penting. Sebagai proses 

gerakan, Pemerintah Desa dan BPD berusaha untuk melaksanakan 

pembangunan secara menyeluruh. Pemerintah desa bersamaan dengan 

BPD dituntut memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat 

dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi kesadaran untuk 

meningkatkan desa untuk menjadi lebih baik. 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



   51 
 

Berdasarkan keterangan Bapak Sugianto selaku w arga 

masyarakat di Desa Besani Kecamatan Leksono, masyarakat selalu 

dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dalam pembangunan, 

sebagai berikut: 

“Masyarakat disini sangat senang dan merasa terw akili dengan 
adanya forum BPD. Masyarakat sendiri juga senang karena dalam 
setiap penyelenggaraan Alokasi Dana Desa masyarakat selalu 
dilibatkan oleh Pemerintah Desa dalam kegiatan rapat desa atau 
Musrenbang, masyarakat dilibatkan untuk mengikuti pembuatan 
keputusan, rencana, atau kebijakan Alokasi Dana Desa dan juga 
dapat menyampaikan aspirasi kami dan memberikan solusi kepada 
pemerintah desa apa yang seharusnya kami butuhkan”. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahw a BPD di Desa Besani 

Kecamatan Leksono telah melaksanakan peran serta fungsinya sebagai 

bagian dari penyelenggara pemerintahan desa dalam hal pengelolaan 

dana desa dengan baik. BPD telah melaksanakan fungsinya secara efektif 

dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dan tidak hanya sebatas pada 

pembentukan panitia pemilihan kepala desa saja. BPD Desa Besani 

senantiasa mengaw al proyek-proyek pembangunan dari aw al proyek 

sampai pada akhir proyek yang dijalankan. Berikut penuturan Bapak 

Nashoka selaku Bendahara Desa, sebagai berikut: 

“BPD telah melaksanakan fungsinya secara optimal mewujudkan 
APBDes yang partisipatif , forum BPD yang merupakan w akil 
masyarakat, dimana saluran aspirasi masyarakat dalam 
penyusunan Perdes maupun APBDes telah terlaksana dengan 
baik dan secara partisipatif  demikian juga dalam pengaw asannya 
yang merupakan tugas BPD untuk dapat menggali, menampung, 
menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat, telah dilaksanakan dengan baik”. 

 
Lebih lanjut, trekait pengaw asan, Bapak Jarir Kepala Desa Besani 

juga menjelaksan bahwa: 

“Dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ini, juga 
dibentuk TIM dari pemerintah kecamatan. Tim Pelaksana ADD 
w ajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan 
Bulanan, yang mencakup perkembangan pelakasanaan dan 
penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap 
tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan 
kegiatan f isik yang dilaksanakan”. 
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Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan 

pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu 

berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta 

melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa, disinilah peran penting Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) yaitu sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi 

untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pengaruh 

peran BPD terkait fungsi legislatif  di desa-desa telah secara maksimal 

dalam pembentukan RAPBDesa bersama kepala desa. BPD Desa Besani 

telah menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh khususnya dalam 

pengelolaan dana desa. Kesesuaian BPD dalam pengelolaan dana desa 

sangat penting karena dapat mempengaruhi terlaksananya pemerintahan 

desa. Peran BPD harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun 

masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala 

yang dihadapi antara lain pengalaman anggota BPD dalam bidang 

pemerintahan yang relatif  belum memadai, serta kurangnya pemahaman 

dan pengalaman dari anggota BPD mengenai teknik penyusunan Perdes 

terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga pelaporan sering 

mengalami keterlambatan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Irma Nurul 

Fastika, selaku Kasi PMD Kecamatan Leksono, sebagai berikut: 

“Pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Besani pada 
intinya sudah cukup bagus, akan tetapi seperti permasalahan-
permasalahan yang dihadapi oleh desa-desa yang lainnya, 
pelaporan penggunaan dana desa masih sering mengalami 
keterlambatan”. 
 
Lebih lanjut, Beliau menjelaskan bahw a: 

“BPD tidak memiliki kew enangan dalam pengelolaan uang desa, 
BPD hanya berperan dalam mengawasi progress pendistribusian 
anggaran belanja kepada pengguna anggaran dan memantau 
apakah penggunaan anggaran sudah sesuai dengan kualif ikasi 
atau spesif ikasi teknis”. 
 

Selanjutnya, fungsi pengaw asan dan pemantauan dalam 

mengelolaan dana desa dilakukan BPD secara langsung dan berjalan 

sesuai apa yang diharapkan bersama kepala desa dan perangkat desa 

lainnya, serta kelompok masyarakat dari aw al sampai selesai program 
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pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak 

Mujer, selaku anggota BPD desa Besani, sebagai berikut: 

“Dalam fungsi pengaw asan, selaku BPD kita mlihat langsung 
proses pembangunan yang berjalan. Memang tidak selalu 
bersamaan, biasanya kami berdua atau bertiga dengan anggota 
BPD lainnya meninjau pelaksanaan proyek. BPD terlibat dalam 
penetapan tim pengelola kegiatan ADD, khususnya tenaga 
pengelola keuangan”. 
 

Terkait fungsi atau peran BPD, hal ini diungkapkan oleh Ibu Irma 

Nurul Fastika, selaku Bagian Tata Pemerintahan Kecamatan Leksono, 

sebagai berikut: 

“Fungsi atau peran BPD mengacu kepada peraturan yang ada. 
Diantaranya fungsi legislasi BPD dilaksanakan oleh BPD dalam 
beberapa hal, seperti merumuskan Peraturan Desa bersama-
sama dengan pemerintah desa dimana proses tersebut dilakukan 
oleh BPD dan Kepala Desa di dalam merumuskan peraturan 
desa. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) 
melakukan raapat dengan anggota BPD untuk menyampaikan 
maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan 
pokok-pokok peraturan desa yang diajukan. Kemudian BPD 
terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian 
halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan 
rancangan peraturan desa dan BPD memberikan masukan atau 
usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan 
peraturan desa. Kemudian Ketua BPD menyampaikan usulan 
tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan dan 
mengadakan rapat dengan pemerintah desa untuk memperoleh 
kesepakatan bersama”. 
 

Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah juga menempatkan 

Pemerintah Desa sebagai Perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat 

dan Daerah seperti yang tercantum dalam bunyi dimaksudkan pada ayat 

(1) kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/walikota, 

memberikan laporan keterangan pertanggungjaw aban kepada BPD, serta 

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 

masyarakat BPD melakukan pengawasan terhadap penyerapan anggaran 

pada setiap tahapan program yang dilaksanakan. BPD melakukan 

pengawasan kepada kepala desa agar berjalan sesuai dengan peraturan. 

Jika terdapat kekeliruan BPD meluruskan Kepala Desa dan BPD sama-
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sama membuat peraturan desa. Bentuk pengaw asan penggunaan 

keuangan yang dilkaksanakan oleh BPD melalui forum terbuka, audit 

internal atau pengecekan harga pasar, pengecekan bukti transaksi.  

Berdasarkan keterangan Penggunaan Dana Desa diketahui dan 

dimusyaw arahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan 

desa. Evaluasi pengelolaan dana desa dilakukan BPD sebagai pelaksana 

tugas dan kewajiban agar pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat 

berjalan baik dan sesuai harapan. Mengkritisi laporan kepala desa 

mengenai pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik sebagai bagian 

dari tugas dan kew ajiban BPD dalam pengelolaan dana desa untuk 

kemudian dilaporkan dan dipertanggungjaw abkan kepada kabupaten. 

Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kemampauan 

pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi 

skala prioritas kebutuhan masyarakat desa, termasuk operasional 

kelembagaan desa. 

 
b. Mengakom odasikan Kepentingan Masyarakat 

BPD sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa 

terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telah 

menunjukkan peran penting dalam mendukung perw ujudan tata 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Kedudukan BPD dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai salah satu 

penyelenggara pemerintahan desa. Dengan demikian pemerintahan desa 

dijalankan bersama oleh pemerintah desa dan BPD. Peran BPD Desa 

Besani Kecamatan Leksono dalam mengakomodasikan kepentingan 

masyarakat desa dapat dikatakan sudah dilakukan dengan baik, sehingga 

telah mampu mensejahterakan masyarakat.  

Kedudukan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

adalah sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan desa. Dengan 

demikian pemerintahan desa dijalankan bersama oleh pemerintah desa 

dan BPD. Peran BPD Desa Besani Kecamatan Leksono dalam 

mengakomodasikan kepentingan masyarakat desa dapat dikatakan sudah 

dilakukan dengan baik, sehingga telah mampu mensejahterakan 

masyarakat.  
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Dalam pengelolaan Dana Desa mulai tahap perencanaan ADD 

dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui 

musyawarah desa atau rembug desa. Perencanaan ADD pada desa 

Besani dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyaw arah 

desa. Dalam musyaw arah desa, masyarakat dapat berpartisipasi secara 

aktif  dalam menyampaikan aspirasi dan gagasan untuk menentukan 

kebutuhan-kebutuhan mereka selaras dengan aspirasi dan keinginan 

masyarakat banyak.  

Sebagai representasi kepada masyarakat, upaya BPD dalam 

mengakomodasi kepentingan masyarakat terkait dengan pengelolaan 

dana desa diantaranya dilakukan adalah dengan menyalurkan dan 

menyampaikan kepentingan-kepentingan masyarakat, agar dalam 

penggunaan Alokasi Dana Desa mampu memenuhi apa yang menjadi 

kebutuhan prioritas masyarakat Besani. Hal ini seperti disampaikan oleh 

Bapak Sukirno, anggota BPD Desa Besani, sebagai berikut: 

“Bahwa selama ini BPD bersama dengan pemerintah Desa 
sudah memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan apa yang 
sudah menjadi kepentingan publik. Kami selaku BPD selama ini 
telah mengusulkan program untuk seluruh RT/RW, proporsi 
sesuai dengan prioritas dan besaran dana yang tersediauntuk 
pembangunan f isik dan non f isik atau proporsi pembangunan 
infrastruktur, kebutuhan bidang kesehatan, pendidikan maupun 
kebutuhan sosial lainnya”.  

 
Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Jarir, Kepala Desa Besani, 

sebagai berikut: 

“Dalam pengelolaan dana desa dilakukan dengan cara 
menyampaikan aspirasi atau gagasan dari masyarakat sebagai 
bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, 
meliputi tahap perencanaan, pengaw asan dan pemantauan 
dalam pengelolaan dana desa, evaluasi, dan mengkritisi laporan 
kepala desa mengenai pengelolaan dana desa”. 

 
Lebih lanjut Bapak Mujer menambahkan bahwa: 

“Salah satu alasan pemerintah membentuk BPD adalah untuk 
mengaw asi jalannya pembangunan di Desa Besani ini. 
Pengaw asan yang kami lakukan terhadap pelaksanaan 
pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa menjadi tugas 
BPD. Maksud dari pengawasan itu sendiri dimaksudkan untuk 
mengurangi adanya penyelew engan atas kewenangan dan 
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keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Sejauh ini, BPD selalu konsisten dalam melakukan pengaw asan 
terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi 
pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan 
bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Semua telah 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku”. 
 

Dalam pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme kontrol dari 

masyarakat agar dapat dipergunakan tepat sasaran yaitu untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah desa dalam hal 

pengelolaan dana desa ini dituntut untuk akuntabel dan transparan agar 

dana tidak diselew engkan. Menurut keterangan yang disampaikan oleh 

Bapak Jarir selaku Kepala Desa Besani terkait penggunaan dana ADD, 

sebagai berikut: 

“Dalam menetapkan penggunaan ADD, dimulai dengan 
penyelenggaraan musrenbangdes yang kemudian, Kepala Desa 
bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan 
Peraturan Desa. Alokasi pengeluaran dalam APBDes meliputi 
belanja pembangunan dan pos pengeluaran rutin, seperti untuk 
melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana f isik serta 
penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa”. 

 
Keselarasan dalam bidang kerjasama antara Pemerintah Desa 

dengan BPD khususnya dalam pengelolaan keuangan desa harus 

selalu dapat berkoordinasi dengan pemerintah yang ada sehingga 

nantinya dapat terw ujud sistem pemerintahan yang baik. Menurut 

keterangan yang disampaikan oleh Bapak Mujer Anggota BPD Desa 

Besani terkait penggunaan dana ADD, adalah sebagai berikut: 

“Sesuai dengan tujuan disusun atau ditetapkannya BPD, yaitu 
menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan w akil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan w ilayah dan ditetapkan secara demokratis, maka 
disini kami menjalankan tugas dan fungsi kami sesuai dengan 
amanat dari masyarakat seara luas. Mereka telah memilih kami, 
dan kami menjadi suara mereka dalam menyampaikan aspirasi 
dalam pembangunan desa”. 

 
Lebih lanjut, Bapak Mujer juga menyebutkan bahw a dalam 

penetapan besaran penggunaan dana desa untuk pembangunan juga 

mengacu pada peraturan yang berlaku. Berikut penuturannya: 
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“Pada saat rapat Musrenbang Alokasi Dana Desa, pemerintah 
desa pernah menyebutkan bahwa dalam setiap pelaksanaan 
Program Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa mengacu pada 
peraturan Bupati yang berlaku, tapi jujur saya lupa Peraturan 
Bupati nomor berapa dan pasal berapa. Saya lupa tahun dan 
nomor berapa peraturan itu. Tapi yang pasti dalam menjalankan 
kew ajiban-kewajiban kami mengacu pada peraturan yang telah 
ditetapkan.” 
 
Dalam pengambilan setiap keputusan pembangunan dan 

penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut, telah melibatkan masyarakat 

secara luas. Dalam melaksanakan kew enangan yang dimilikinya untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan 

Permusyaw aratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan 

kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi 

masyarakat bersama Kepala Desa. Hal ini juga disampaikan oleh 

Bendara Desa, sebagai berikut: 

“Dalam setiap rapat desa yang berhubungan dengan 
pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang diadakan oleh Pemerintah 
Desa dan diikuti oleh unsur Pemerintahan Desa, BPD, LMD, RT / 
RW, Karang Taruna, PKK, lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh 
Masyarakat, kami Pemerintah Desa selalu menyampaikan 
informasi terbaru tentang perkembangan pelaksanaan Alokasi 
Dana Desa, dan itulah bentuk tranparansi kebijakan yang sudah 
diberikan Pemerintah Desa kepada Masyarakat.” 
 
Anggota BPD melakukan pengaw asan proyek dalam 

penggunaan dana desa.  

“Mengajak dan mendorong keterlibatan masyarakat umum 
maupun organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama 
mendukung upaya perbaikan sistem, mengumpulkan informasi 
serta memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan 
pengelolaan keuangan di desa”. 

 
Pengaw asan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala Desa dilaksanakan secara konsisten dan kontinyu 

oleh BPD. Kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan fungsi 

pengaw asan diantaranya bahw a pencairan dana yang hampir tutup 

tahun dan kurangnya partisipasi kelompok masyarakat pada saat rapat 

lelang penentuan prioritas pengelolaan dana desa, keterlambatan 

kelompok masyarakat dalam penyerahan laporan pertanggungjaw aban 
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hasil pelaksanaan pengelolaan dana desa. Berdasarkan pengamatan, 

hasil realisasi yang telah sesuai dengan draf rencana yang sudah 

disepakati bersama sebelumnya, sementara itu, BPD dalam mengkritisi 

laporan kepala desa mengenai pengelolaan dana desa tidak ditemukan 

kendala. Menurut keterangan dari Bapak Nashoka, selaku bendahara 

desa, menjelaskan bahw a: 

“Dalam hal menyampaikan gagasan mengenai pengelolaan dana 
desa, penagaw asan dan pemantauan, evaluasi, serta mengkritisi 
laporan kepala desa mengenai pengelolaan dana desa. Cara 
meningkatkan kerjasama antara perangkat desa, BPD, LP2MD, 
dan Pokmas serta menemui secara langsung Pokmas pada saat 
penyampaian undangan rapat, menunjuk perw akilan dari tiap 
Pokmas yang lebih cakap dan ahli dalam membuat laporan 
pertanggungjaw aban dan melakukan survei langsung ke 
lapangan untuk mengecek pelaksanaan proyek agar dapat 
berjalan sesuai dengan rencana serta harapan yang telah 
disepakati bersama sebelumnya”. 

 
Pengaw asan oleh oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan 

desa merupakan tugas oleh BPD. Hal inilah yang merupakan salah satu 

alasan terpenting mengapa dibentuk BPD. Upaya pengaw asan ADD 

dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelew engan atas 

kew enangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Kedudukan BPD dalam tahap perencanaan anggaran kedudukan 

BPD dalam tahap pelaksanaan atau penggunaan anggaran, 

sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Nashoka selaku Bendahara 

Desa, sebagai berikut: 

“BPD selalu berpartisipasi aktif  dalam proses perumusan 
anggaran dengan mengajukan usulan mengenai arah 
penggunaan serta besaran nominal anggaran yang akan 
digunakan untuk kegiatan pemerintahan selama setahun 
kedepan. Penganggaran ADD dilakukan setelah hasil dari 
musyaw arah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di 
desa, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana 
(RPD) selama satu tahun berjalan. RPD tersebut memuat 
penggunaan dana ADD”.  
 
Lebih lanjut, Bapak Nashoka selaku Bendahara Desa, juga 

menjelaskan peran BPD dalam penyusunan APBDes Besani bahw a 

sebagai berikut: 
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“Selanjutnya, peran BPD dalam penyusunan APBDes Besani 
sudah berkualitas dimana fokus pembangunan dapat berjalan 
dengan lancar, tidak ada komplain dan tidak pernah terjadi 
penyimpangan. BPD juga pernah menghentikan sebuah proyek 
pembangunan dengan pertimbangan proyek tersebut akan 
mnjadi proyek gagal karena adanya bencana longsor yang 
terjadi. Jika diteruskan akan memakan dana yang lebih besar lagi 
dan memiliki kemanfaatan yang kecil bagi masyarakat karena 
berada di daerah longsor”. 
 
 Selanjutnya, peran yang dilaksanakan oleh BPD dalam 

mengendalikan atau sebagai penyeimbang kew enangan Pemerintahan 

Desa dalam penggunaan anggaran ADD, sebagaimana yang dikatakan 

oleh Bapak Jarir selaku Kepala Desa, sebagai berikut: 

Dalam tahap pelaksanaan dan pengendalian anggaran, 

kedudukan BPD adalah  

“Pemerintah desa merupakan Kepala Desa sebagai eksekutif, 
dan BPD sebagai legislatif . Peran dan fungsi yang telah 
ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah 
menjadikan fungsi Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan 
harus memberi ruang pada partisipasi masyarakat Pembagian 
peran dan fungsi antara BPD dengan Pemerintah Desa adalah 
dalam rangka meningkatkan kualitas kerja pada aparatur desa 
dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di Desa Besani”. 
 
Dalam tahap pengaw asan dan pengendalian anggaran, 

kedudukan BPD adalah  

“Dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh aparat 
pemerintah desa, peran dan fungsi BPD dalam tahap 
pelaksanaan ini hanyalah sebatas mengaw asi pelaksanaan 
pembangunan tersebut sesuai dengan yang direncanakan". 
  
Selanjutnya, peran yang dilaksanakan oleh BPD dalam 

mengendalikan atau sebagai penyeimbang kew enangan Pemerintahan 

Desa dalam penggunaan anggaran ADD. Dalam tahap pelaksanaan dan 

pengendalian anggaran, kedudukan BPD, seperti diungkapkan oleh Ibu 

Irma Nurul Fastika, selaku Kasi PMD Kecamatan Leksono, sebagai 

berikut: 

“Dalam Pemerintahan desa, Kepala Desa sebagai eksekutif , dan 
Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai legislatif . Peran dan 
fungsi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan 
Pemerintah menjadikan fungsi Kepala Desa sebagai kepala 
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pemerintahan harus memberi ruang pada partisipasi masyarakat 
Pembagian peran dan fungsi antara Badan Permusyaratan Desa 
(BPD) dengan Pemerintah Desa adalah dalam rangka 
meningkatkan kualitas kerja pada aparatur desa dalam 
melaksanakan pelayanan masyarakat di Desa Besani”. 
 
Lebih lanjut, Ibu Irma Nurul Fastika, selaku Kasi PMD Kecamatan 

Leksono juga menjelaskan bahwa dalam tahap pengaw asan dan 

pengendalian anggaran, kedudukan BPD, sebagai berikut: 

“Dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh aparat 
pemerintah desa, peran dan fungsi Badan Permusyaratan Desa 
(BPD) dalam tahap pelaksanaan ini hanyalah sebatas 
mengaw asi pelaksanaan pembangunan tersebut sesuai dengan 
yang direncanakan". 
  
Posisi atau kedudukan BPD dalam tahap penyampaian 

pertanggungjaw aban anggaran kegiatan atau program seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Sikirno, anggota BPDsebagai berikut: 

“Fungsi legilasi dijalankan dengan baik oleh BPD pada saat 
perumusan dan penetapan program kerja dan peraturan desa 
dari Pemerintah Desa.Berdasarkan hasil data bahw a BPD Desa 
Besani telah ikut dalam penetapan peraturan desa yang diajukan 
Pemerintah Desa sebagai suatu sistem pemerintahan desa”. 
 
Lebih lanjut dijelaskan oleh Irma selaku Kasi PMD Kecamatan 

Leksono, sebagai berikut: 

“Dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan 
dana desa, anggota BPD tidak memiliki kew enangan memeriksa 
detail belanja anggaran atau SPJ yang dilakukan oleh bendahara 
desa, anggota BPD hanya mengawasi atau menanyakan apakah 
penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban beserta 
lampiran-lampiran sudah dipenuhi oleh TPK atau belum. Setelah 
tersusun BPD hanya ikut mengesahkan dokumen laporan 
pertanggungjaw aban”. 
 
Kehadiran BPD yang berfungsi sebagai Badan legislatif  di Desa, 

belum sepenuhnya menyentuh tentang rincian pengelolaan keuangan. 

Domain pengelolaan dana desa dilakukan oleh bendahara desa. 

penggunaan anggaran oleh lembaga desa melalui tim pengelola 

kegiatan akan dikolektif  oleh bendahara desa, mencakup rincian belanja 

dengan bukti transaksi yang sah.  
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Dalam pelaksanaan pengaw asan terhadap pelaksanaan 

pemerintahan desa, BPD telah menunjukkan bahwa masyarakat 

memiliki sebuah institusi demokratis yang otonom sebagai representasi 

dari keinginan seluruh masyarakat Desa, artinya segala hasil dari 

Lembaga ini merupakan cerminan dari keinginan masyarakat Desa. 

Kehadiran lembaga ini sekaligus juga menunjukkan adanya alur 

pembagian Pemerintahan Desa menjadi Lembaga Legislatif  yakni BPD 

dan Pihak Eksekutif  yakni Kepala Desa. Jadi kedudukan Pemerintahan 

Desa akan cenderung berimbang dan terdapat sebuah mekanisme 

Check and Balance dalam pelaksanaannya. 

 

Bukti empiris yang menggambarkan anggota BPD telah 

mengakomodasikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dapat dilihat 

dari proporsi pembelanjaan atau alokasi anggaran untuk belanja Bidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat.  

Rincian Realisasi Pencairan Dana Transfer Desa Besani Tahun 2016 

antara lain: 

a. Pencairan Dana Desa Tahap I: Rp 612.955.800,-  

(Eanam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu 

Delapan Ratus Rupiah) 

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

a) Siltap dan Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa sebesar  Rp. 

103.600.000,- 

b) Operasional Pemerintahan desa sebesar Rp. 36.593.700,- 

c) Tunjangan & Operasional BPD sebesar Rp. 11.270.000,- 

d) Insentif  & Operasional RT/RW sebesar Rp. 13.000.000,- 

e) Penyusunan RPJMDes sebesar Rp. 1.100.000,- 

f ) Honorarium petugas pengelolaan, updating dan analisis data Prof il 

Desa sebesar Rp. 1.050.000,- 

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

a) Modal Rehab Balai Desa sebesar Rp. 308.526.600,- 
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b) Modal Pembangunan Senderan Jalan Dusun Serandil sebesar  

Rp. 60.000.000,- 

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;  

a) Fasilitasi PORKAB sebesar Rp. 3.750.000,- 

b) Uang Operasional LPMD sebesar Rp. 3.325.000,- 

c) Uang Operasional Linmas sebesar Rp. 12.400.000,- 

d) Operasional HUT RI & Hari Jadi Kabupaten Wonosobo sebesar  

Rp. 6.000.000,- 

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat : 

a) Uang Operasional PKK sebesar Rp. 7.578.000,- 

b) Fasilitasi Kegiatan PKK sebesar Rp. 9.600.000,- 

c) Uang Operasional Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 13.812.500,- 

d) Uang Operasional TK, PAUD, dan RA sebesar Rp. 21.350.000,-  

b. Pencairan Dana Desa Tahap II : Rp 407.637.200,-  

(Empat Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus 

Rupiah) 

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

a) Siltap dan Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa sebesar 

Rp. 74.000.000,- 

b) Operasional Pemerintahan desa sebesar Rp. 13.725.300,- 

c) Tunjangan & Operasional BPD sebesar Rp. 6.345.000,- 

d) Insentif  & Operasional RT/RW sebesar Rp. 7.500.000,- 

e) Honorarium petugas pengelolaan, updating dan analisis data Prof il 

Desa sebesar Rp. 750.000,- 

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

a) Perencanaan dan Pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan 

Pembangunan Desa sebesar Rp. 13.125.000,- 

b) Modal Rehab Balai Desa sebesar Rp. 169.473.400,- 

c) Modal Pembangunan Drainase Dusun Candimulyo sebesar  

Rp. 15.000.000,- 

d) Pembangunan Normalisasi Saluran Irigasi Kemukus sebesar  

Rp. 14.000.000,- 

e) Pembangunan Gedung Posyandu sebesar Rp. 20.000.000,- 
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f ) Pembangunan Lanjutan Pavingisasi TK “Mardi Lestari” sebesar Rp. 

15.186.000,- 

g) Bantuan Operasional Pemeliharaan Gedung TK & PAUD sebesar  

Rp. 3.500.000,- 

h) Bantuan Operasional Rukun Kematian sebesar Rp. 12.000.000,- 

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;  

a) Uang Operasional LPMD sebesar Rp. 2.000.000,- 

b) Uang Operasional Linmas sebesar Rp. 7.750.000,- 

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat : 

a) Uang Operasional PKK sebesar Rp. 5.570.000,- 

b) Fasilitasi Kegiatan PKK sebesar Rp. 1.000.000,- 

c) Uang Operasional Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 3.462.500,- 

d) Uang Operasional TK, PAUD, dan RA sebesar Rp. 5.000.000,- 

e) Uang Operasional Kelompok Pemuda sebesar Rp. 9.000.000,-  

   
2. Balances (Fungsi Penyeimbang Dalam Pengelolaan Dana Desa) 

Tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa, dimana pada pasal 34 peraturan tersebut dijelaskan bahwa BPD 

berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari 

BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang 

telah diatur dalam peraturan perundang- undangan yaitu melaksanakan 

fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta 

fungsi pengaw asan. Namun dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi dari 

BPD Desa Besani, sudah dilaksanakan secara efektif . 

 
a. Penampung Aspirasi Masyarakat 

Salah satu peran BPD Desa Besani Kecamatan Leksono 

Wonosobo adalah mewujudkan pemerintahan desa bersama kepala desa 

dalam pengelolaan dana desa agar dapat dilaksanakan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan harapan dan kepentingan masyarakat. Peran 

BPD dalam pengelolaan dana desa antara lain menyampaikan gagasan 

mengenai pengelolaan dana desa sebagai w ujud penampungan aspirasi 
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masyarakat sebagai penentu prioritas pelaksanaan pengelolaan dana 

desa dengan pertimbangan kepala desa.  

“Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan melalui 
musrenbangdes. Dalam Musrenbangdes membahas usulan atau 
masukan tentang rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa 
termasuk rencana penggunaan ADD dengan berpedoman pada 
prinsip-prinsip anggaran dan Perencanaan Partisipasi 
Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Penetapan rencana 
kegiatan pembangunan yang didanai ADD didasarkan pada skala 
prioritas pembangunan tingkat desa”. 
 

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD 

yakni dalam musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan 

jumlah usulan oleh masyarakat cukup tinggi.  

“Setelah ADD diterima oleh masing-masing Desa, selanjutnya 
penanggung jaw ab kegiatan segera mengadakan rapat / 
musyaw arah untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan 
penggunaan dana tersebut sesuai dengan RPD yang telah 
disahkan”. 
 
Penggunaan Alokasi Dana Desa sebesar 30% adalah untuk 

biaya operasional pemerintah desa pada pos-pos anggaran yang 

menyangkut honorarium pemerintahan desa seperti: honorarium kepala 

desa, honorarium sekretariat desa yang terdiri atas sekretaris desa, 

bendahara desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun, serta 

honorarium BPD. Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 

70% digunakan untuk penggunaan sarana dan prasarana ekonomi desa, 

pemberdayaan di bidang pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan 

ekonomi masyarakat dan bantuan keuangan kepada lembaga 

masyarakat desa. 

“Penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang 
ditetapkan pada tingkat desa. Penggunaan ADD dibagi menjadi 2 
(dua) yaitu untuk Belanja Aparatur dan Operasional 
Pemerintahan Desa serta untuk biaya pemberdayaan 
masyarakat”. 
 
Menurut keterangan yang disampaikan oleh Bapak Lurah Desa 

Besani terkait penggunaan dana ADD, adalah sebagai berikut: 
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“Pembagian besaran dana ADD yang digunakan untuk tunjangan 
Perangkat Desa, Honor Bendahara Desa dan Penguatan 
Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan selain penunjang kegiatan 
PKK, diserahkan sepenuhnya pada masing-masing desa sesuai 
dengan rencana kegiatan selama satu tahun anggaran dan 
dimasukkan dalam APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan 
Desa”. 
 
Selanjutnya dalam upaya menjaring aspirasi dari masyarakat 

telah mampu diserap oleh BPD melalui mekanisme penyampaian 

langsung kepada BPD, melalui forum warga dan juga penyampaian 

aspirasi melalui pertemuan tingkat desa. Hal ini sesuai pendapat yang 

dinyatakan oleh Bapak Jarir selaku Kepala Desa Besani, sebagai 

berikut: 

“Penjaringan aspirasi masyarakat telah dilakukan secara 
langsung, melalui forum w arga ataupun melalui pertemuan 
tingkat desa” 
 
Lebih lanjut, Bapak Sukirno menyampaikan pula bahw a: 
 
“Aspirasi masyarakat biasanya disampaikan kepada BPD baik 
secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan 
langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW). 
Apabila masyarakat tidak berani menyampaikan pendapatnya 
secara lisan karena malu atau kurang bisa berkomunikasi 
dengan baik, mereka biasanya menyalurkan aspirasinya dengan 
tulisan brupa saran atau masukan terkait pembangunan, 
kemudian diberikan kepada BPD pada saat ada pertemuan atau 
rapat BPD. Masyarakat juga menyampaikan aspirasinya secara 
langsung kepada BPD ketika ada pertemuan atau rapat BPD”. 
 
Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak 

Mujer terkait penjaringan aspirasi dari masyarakat, sebagai berikut: 

“Masyarakat dapat menyaampaikan aspirasi mereka melalui 
forum w arga. Disini BPD memberikan perhatian penuh pada 
setiap aspirasi dari masyarakat. Seperti di Desa Besani, kami 
setiap beberapa waktu sekali mengadakan pertemuan dalam 
perkumpulan arisan rutin bulanan”. 
 
Lebih lanjut, Bapak Jarir selaku Kepala Desa juga menambahkan 

bahw a: 
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“Warga Desa Besani dapat menyampaikan ide atau gagasan 
mereka terkait kebutuhan-kebutuhan fasilitas umum yang perlu 
dibangun untuk kepentingan bersama w arga, melalui pertemuan 
tingkat desa. Desa secara kondisional mengadakan pertemuan 
tingkat Desa. Penyampaian aspirasi apat melalui forum atau 
rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. 
Biasanya paa pertemuan ini pemerintah desa mengundang 
perw akilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, 
adat, masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas 
mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau 
akan dijalankan oleh Pemerintah Desa”. 
 
Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak 

Mujer terkait penjaringan aspirasi dari masyarakat, sebagai berikut: 

“Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 
pembangunan diharapkan agar masyarakat merasa ikut memiliki 
pembangunan yang akan dilaksanakan. Apabila Badan 
Permusyaratan Desa (BPD) Desa Besani tidak menyerap 
aspirasi masyarakat dan berjalan sediri dalam merencanakan 
program perencanaan pembangunan, maka kemungkinan 
pmbangunan tidak akan berjalan dengan baik dan kemungkinan 
pelaksanaan program akan gagal dan berakibat fatal, karena 
masyarakat desa merasa bahw a mereka tidak ikut memiliki 
program perencanaan yang akan dilaksanakan”. 
 

Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang 

menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan 

adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam 

melaksanakan tugas pengaw asan pembangunan f isik desa yang selaras 

dengan kebijakan kepala desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini 

tugas Badan Permusyaw aratan Desa adalah mengaw asi 

penyelenggaraan pembangunan f isik desa yang dikelola oleh kepala desa 

selaku pemerintah desa. Dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jaw abnya, BPD telah menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada 

di desa Besani, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan desa. Kemitraan antara pemerintah 

desa dengan BPD ini sangat penting dan dapat berdampak pada 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta 

pelaksanaan berbagai program yang sedang dijalankan di desa Besani.  
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b. Penyalur Aspirasi Masyarakat 

Fungsi legilasi dijalankan dengan baik oleh BPD Desa Besani 

pada saat perumusan dan penetapan program kerja dan peraturan desa 

dari Pemerintah Desa Besani. Berdasarkan hasil analisis data bahwa BPD 

Desa Besani telah ikut dalam penetapan peraturan desa yang diajukan 

Pemerintah Desa sebagai suatu sistem pemerintahan desa. Dalam 

amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 

No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, secara eksplisit menyantumkan bahw a 

pemerintahan desa adalah Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan 

aparaturnya dan BPD. Berarti pemerintah desa adalah Kepala Desa 

sebagai eksekutif , dan BPD sebagai legislatif.  

Peran dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan 

Peraturan Pemerintah menjadikan fungsi Kepala Desa sebagai kepala 

pemerintahan harus memberi ruang pada partisipasi masyarakat 

Pembagian peran dan fungsi antara BPD dengan Pemerintah Desa 

adalah dalam rangka meningkatkan kualitas kerja pada aparatur desa 

dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di Desa Besani. 

Anggota BPD Desa Besani yaitu w akil dari penduduk desa 

bersangkutan berdasarkan keterw akilan w ilayah yang ditetapkan dengan 

cara musyaw arah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun 

Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau 

pemuka masyarakat lainnya. BPD sebagai lembaga desa yang mew akili 

unsur masyarakat desa berkew ajiban melakukan control terhadap 

pelayanan yang diberikan aparat desa kepada masyarakat apakah sudah 

sesuai prosedur dan sudah benar.  

BPD sebagai lembaga pengaw asan pemerintahan desa harus 

mencermati setiap aliran-aliran dana yang ditetapkan dan disalurkan ke 

masing-masing pos pekerjaan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan 

tepat guna dan tepat pengalokasiannya sebagai bentuk pengaw asan 

preventif  dari tindakan penyelew engan yang timbul. Pengawasan prepentif  

adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan atau 

dikerjakan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan yang terjadi. 
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Kesetaraan dan kemitraan perlu lebih dikedepankan dan 

dikembangkan, dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat 

daripada kepentingan kelompok, golongan apalagi perorangan tertentu. 

Pengawasan BPD dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa sebagai 

penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam perencanaan pembangunan 

desa merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan perencanaan 

pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara 

berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, 

mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gojolak-gejolak di 

dalam pelaksanaannya.Agar usaha-usaha pembangunan dapat berhasil 

mencapai sasaran, maka pengarahan untuk pelaksanaan pembangunan 

dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu berpedoman pada 

suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan 

pembangunan. Dari perencanaan pembangunan inilah arah 

pembangunan desa ditentukan. Dalam hal ini sudah menjadi kew ajiban 

BPD dan pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan desamelalui Musrenbangdes. Aspirasi 

masyarakat dapat tertampung dengan keterlibatan Badan 

Permusyaw aratan Desa dalam perencanaan program-program 

pembangunan, karena pada dasarnya BPD merupakan badan yang 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.  

Terkait dengan penyaluran aspirasi masyarakat, berdasarkan hasil 

penelitian peran BPD sudah memberikan hasil w alaupun belum optimal. 

Semua saran dan usulan masyarakat yang sangat mendesak selalu 

diperjuangkan oleh BPD. BPD telah mampu menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga sangat besar peranannya 

dalam perencanaan program-program pembangunan Desa Besani. Hal ini 

disebabkan semua urusan yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat 

secara luas akan mendapat prioritas utama, dan juga didukung dengan 

dana desa. Ketidakoptimalan peran BPD nampak pada pelaksanaan 

pembangunan, dimana dalam pelaksanaan beberapa pembangunan desa 

kurang sesuai dengan perencanaan aw al pembangunan. Hal ini dijelaskan 

oleh Bapak Mujer selaku anggota BPD Desa Besani sebagai berikut: 
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“Dalam menangani pelaksanaan pembangunan yang telah 
direncanakan, ada beberapa pembangunan yang tidak sesuai 
dengan perencanaan aw al. Hal ini antara lain disebabkan adanya 
beberapa proyek yang direncakanan dibangun pada daerah yang 
terkena longsor atau di daerah yang raw an terjadi bencana 
longsor. Untuk itu, BPD dengan persetujuan pemerintah desa 
tentunya, memindahkan lokasi-lokasi proyek pembangunan 
tersebut, dengan anggapan bahwa meskipun proyek tersebut 
dilaksanakan atau diteruskan sesuai rencana,proyek 
pembangunan tersebut akan tidak memberikan manfaat bagi 
masyarakat. Proyek tersebut malah akan merugikan, karena 
dana yang sekiranya bisa digunakan untuk kegiatan lain, pada 
akhirnya nanti tidak akan memberi manfaat”. 

 
Berdasarkan keterangan di atas, nampak bahw a 

ketidakoptimalan peran BPD dalam pelaksanaan pembangunan 

disebabkan faktor alam, dimana di Desa Besani termasuk daerah 

dengan topograf i pegunungan dimana beberapa w ilayahnya raw an 

mengalami bencana longsor. Namun di sisi lain, pengalihan lokasi 

proyek pembangunan tetap dilakukan berdasarkan program-program 

prioritas yang pengambilan keputusannya berdasarkan aspirasi 

masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam dalam 

merencanakan pembangunan di Desa Besani, sangat membutuhkan 

prakarsa dan sw adaya masyarakat untuk ikut serta didalamnya.  

Masyarakat telah berpartisipasi sebagai subjek dalam 

perencanaan pembangunan di desanya. Sebagai subjek pembangunan, 

warga masyarakat Desa Besani sudah dilibatkan dalam menentukan 

perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan-kbutuhan objektif 

masyarakat yang bersangkutan. Perencanaan pembangunan yang akan 

dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat 

sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan 

dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide 

ataupun gagasan pembangunan telah didasarkan pada kepentingan 

masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang 

terhadap pembangunan. Disinilan peran Badan Permusyaw aratan Desa 

(BPD) yaitu menampung ide-ide pembangunan desa dan akan 

dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa 
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sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah desa 

dengan masyarakat. Dengan demikian, peran BPD dalam menumbuhkan 

prakarsa dan sw adaya masyarakat serta partisipasi aktif  dari 

masyarakat, yang diharapkan akan mampu melaksanakan 

pembangunan desa secara lebih optimal. 

Untuk itu, desa harus menyusun perencanaan pembangunan 

sesuai dengan kew enangannya dengan mengacu pada perencanaan 

pembangunan kabupaten/kota. Dokumen rencana pembangunan desa 

merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai 

dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan 

mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyaw arah perencanaan 

pembangunan desa, yang menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 

kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa, sw adaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan desa 

dilaksanakan dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan 

kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Sementara itu, pelaksanaan 

program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah 

desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa.  

Namun demikian, dalam pelaksanaan pembangunan di desa 

Besani sering tertunda dan tidak sesuai dengan perencanaan aw al 

pembangunan yang telah disepakati. Hal ini ditunjukkan masih lemahnya 

kinerja dari fungsi BPD desa Besani dengan desa lainnya dalam hal 

pembangunan. BPD diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik 

baru bagi w arga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus 

tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi 

proses penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan ditingkat desa. 

Hal ini bisa terealisasi apabila BPD sebagai mitra Kepala Desa, berperan 

aktif  dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat. 

Berdasarkan hasil w aw ancara dengan Kepala Desa Bapak Jarir, 

sebagai berikut: 
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“BPD Besani telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk 
melakukan pengaw asan terhadap pengelolaan ADD di Desa 
Besani dilakukan baik secara langsung turun kelapangan 
maupun tidak langsung dengan meminta laporan-laporan kepada 
pemerintah desa tentang kegiatan-kegiatan pemberdayaan 
masyarakat serta pertanggungjaw aban pengelolaan Dana Desa” 
 

Peran BPD diharapkan dapat mendukung secara optimal dengan 

memberikan pembinaan, pengendalian dan pengaw asan serta dapat 

menciptakan kondisi yang kondusif  dan sinergi yang positif  bagi 

masyarakat dalam menyelenggarakan program dan mewujudkan 

harmonisasi program dan koordinasi yang lebih optimal. Sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa, BPD berfungsi sebagai pengaw asan 

kinerja pemerintahan desa, fungsi ini sangat penting guna memastikan 

program yang telah disepakati bersama dapat dijalankan dengan baik 

sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun demikian 

pelaksanaan pengaw asan ini sebaiknya dikembangkan dengan prinsip 

semangat kebersamaan untuk memajukan dan membangun desa sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari 

penyelenggaraan koordinasi yang baik antar aparatur pemerintah desa 

dengan BPD. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung 

tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis 

untuk keberhasilan semua program. Koordinasi yang baik antara 

Pemerintah Desa dan BPD perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya 

konf lik di masyarakat terutama dalam pelaksanaan penentuan prioritas 

peembangunan. Musyaw arah desa adalah koordinasi yang dilakukan oleh 

antar lembaga desa untuk menyikapi program-program pemerintah 

daerah dan pusat dan/atau untuk menindak lanjuti penggelolaan dana 

desa. Kurangnya koordinasi antara anggota BPD yang jarang bertatap 

muka dengan Kepala Desa mengakibatkan kurangnya koordinasi serta 

tukar pikiran dengan anggota BPD dan Kepala Desa jarang terjadi, pada 

akhirnya hal tersebut berdampak buruknya pelaksanaan pembangunan 

desa yang sedang berjalan. 
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Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap 

anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri 

atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar 

anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. 

Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. 

Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kew ajiban dari pimpinan 

untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadw al 

waktu dimaksudkan bahw a kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai 

dengan w aktu yang telah dirncanakan. 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun 

perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan 

pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintahan 

desa secara partisipatif  dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. 

Perencanaan pembangunan desa selayaknya didasarkan pada data dan 

informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada proyek-

proyek pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh pihak lain di luar 

pemerintah desa, maka dokumen-dokumen perencanaan pembangunan 

yang dihasilkan harus mengacu dan atau terintegrasi dengan RPJM Desa 

atau RKP-Desa. 

Berdasarkan hasil penelitian, selama ini pelaksanaan penjaringan 

aspirasi masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, serta berakibat 

partisipasi masyarakat untuk ikut mensukseskan program perencanaan 

dan aparaturnya sebagai pelaksana perencana pembangunan yang telah 

mereka susun akan berjalan dengan baik. Pada tahap penyaluran aspirasi 

masyarakat Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa Besani selalu 

mengutamakan prinsip keterwakilan atau asas menyeluruh bagi setiap 

kebijakan desa yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan kinerja Badan 

Permusyaratan Desa (BPD) Desa Besani yang baik. Secara sistem 

keorganisasian lembaga pemerintahan Badan Permusyaratan Desa 

(BPD) Desa Besani telah mampu menjalankan fungsi kesekretariatannya, 

maka hal ini akan menjadi faktor pendukung, ketika aspirasi masyarakat 

diterima dapat diajukan pada rapat antara Pemerintah Desa dengan 
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Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa Besani. Hal ini menunjukkan 

fungsi atau peran Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa Besani dalam 

menampung setiap aspirasi masyarakat yang berkembang, sehingga 

masyarakat dapat terwakili dalam setiap tahapan pembangunan di Desa 

Besani. Hal ini sesuai dngan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat 

setempat, Bapak Sugianto sebagai berikut: 

“Kami selaku w arga masyarakat desa Besani selalu diikutkan 
dalam setiap rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah 
desa, terutama setiap membahas pelaksanaan pembangunan atau 
infrastruktur desa dengan menggunakan Dana Desa”. 
 
Selanjutnya, hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Mujer 

selaku anggota BPD desa Besani, sebagai berikut: 

“Dalam setiap rapat desa yang akan mmebahas pembangunan 
fisik maupun non f isik, setiap unsur masyarakat slalu dilibatkan 
melalui berbagai forum komunikasi desa yang bersifat formal 
maupun informal sehingga kebijakan-kebijakan maupun dari 
pemerintah desa sesuai dengan aspirasi yang diinginkan dari 
masyarakat. Sedangkan fungsi dan peran BPD desa Besani dalam 
mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan Desa ditunjukkan 
dengan dijalankannya dengan baik fungsi dan peran BPD, yaitu 
menyerap aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada 
Pemerintah Desa dilakukan dengan mengadakan pertemuan-
pertemuan yang menghadirkan masyarakat desa antara lain arisan 
RT yang diadakan setiap satu bulan sekali maupun pertemuan 
formal yang diadakan setiap ada pertemuan di Balai Desa dengan 
menghadirkan pemerintah desa, w akil anggota masyarakat dan 
BPD. BPD memiliki kew ajiban kepada w arga masyarakat atau 
kelompok yang diw akilinya sehingga aspirasi masyarakat dapat 
terakomodasi dalam program-program dan kebijakan-kebijakan 
desa Besani.” 
 
Masyarakat diharapkan merasa ikut memiliki pembangunan yang 

akan dilaksanakan. Apabila Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa 

Besani tidak menyerap aspirasi masyarakat dan berjalan sediri dalam 

merencanakan program perencanaan pembangunan, maka besar 

kemungkinan tidak akan berjalan dengan baik. Dan besar kemungkinan 

program tersebut akan mengalami kegagalan, karena masyarakat desa 

merasa bahw a mereka tidak ikut memiliki program perencanaan yang 

akan dilaksanakan.  
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Masyarakat diharapkan merasa ikut memiliki pembangunan yang 

akan dilaksanakan. Apabila BPD Desa Besani tidak menyerap aspirasi 

masyarakat dan berjalan sediri dalam merencanakan program 

perencanaan pembangunan.Maka besar kemungkinan tidak akan berjalan 

dengan baik. Dan besar kemungkinan program, berakibat fatal, karena 

masyarakat desa merasa bahw a mereka tidak ikut memiliki program 

perencanaan yang akan dilaksanakan, serta berakibat partisipasi 

masyarakat untuk ikut mensukseskan program perencanaan dan 

aparaturnya sebagai pelaksana perencana pembangunan yang telah 

mereka susun akan berjalan dan kalaupun berjalan akan berjalan sendiri. 

Namun pada tahap penyaluran aspirasi masyarakat BPD Desa Besani 

sering mengabaikan prinsip keterwakilan atau asas menyeluruh bagi 

setiap kebijakan desa yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan kinerja 

BPD Desa Besani yang tidak optimal.  

Secara sistem keorganisasian lembaga pemerintahan BPD Desa 

Besani belum mampu menjalankan fungsi kesekretariatannya, sehingga 

menjadi faktor penghambat, ketika aspirasi masyarakat hanya diterima 

melalui lisan tanpa dokumen atau arsip yang dapat diajukan pada rapat 

antara Pemerintah Desa dengan BPD Desa Besani. Inilah yang 

mengakibatkan tidak optimalnya fungsi BPD Desa Besani dalam 

menampung setiap aspirasi masyarakat yang berkembang. Selain itu, 

adanya faktor bencana alam yang kurang mendukung pelaksanaan 

pembangunan sesuai perencanaan, beberapa w ilayahnya raw an 

mengalami bencana longsor, sehingga dilakukan pengalihan lokasi proyek 

pembangunan berbeda dengan prencanaan aw al yang telah ditetapkan 

akibat terjadinya bencana longsor. 

 
D. Pem bahasan 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, 

desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Dalam upaya mendorong 

peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat, desa memiliki hak untuk 
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mendapatkan dana perimbangan yang bersumber dari bagian pajak daerah dan 

retribusi daerah tertentu dan dana perimbangan keuangan antara pusat dan 

daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Pengalokasian dana desa dihitung 

berdasarkan jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas w ilayah, dan tingkat kesulitan geograf is.  

Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten dimaksud selanjutnya 

disebut ADD, yang penyalurannya melalui Kas Desa/ rekening Desa. Pemberian 

ADD merupakan w ujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelengarakan 

otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu 

sendiri berdasar keanekaragamam, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan 

pemberdayaan masyarakat. Melalui ADD, Pemerintah Daerah berupaya 

membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun 

kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa 

masing-masing. 

Konsep keuangan desa hampir sama dengan konsep keuangan negara, 

dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang 

didalamnya terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, yang 

dilaksanakan oleh Kepala Desa dan aparatnya yang dimusyaw arahkan secara 

bersama dengan BPD.  

Pemerintahan desa, di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa, pasal 1 ayat (2) menyebutkan, bahw a Pemerintahan Desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

desa dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. BPD secara kelembagaan 

melakukan pengaw asan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan ADD tersebut 

baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pada pelaporan 

hasilnya. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 2 

institusi yang mengendalikannya, yaitu Pemerintah Desa dan BPD.  

Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjaw abkan penggunaan 

dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana 

pengelolaan keuangan desa. Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan 
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desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disingkat Permendagri No. 

37/2007) dalam Pasal 1 ayat 2 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjaw aban 

dan pengaw asan keuangan desa. Dalam ayat 3 juga dijelaskan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa, (selanjutnya disebut APBDesa) adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.  

Maksud pemberian ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana 

perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang 

ditunjang dengan partisipasi sw adaya gotong royong masyarakat dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan 

pemberian bantuan langsung ADD adalah: (1) Meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan sesuai dengan kew enangannya. (2) Meningkatkan 

kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan 

kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dan (4) Mendorong peningkatan partisipasi 

sw adaya gotong royong masyarakat.  

Kehadiran BPD pada prinsipnya akan memberikan ruang bagi partisipasi 

masyarakat secara lebih luas dan aktif  dalam berbagai persoalan yang dihadapi 

oleh Desa melalui saluran formal. Konsep yang terkandung didalam BPD adalah: 

pertama, memberi akses partisipasi pada rakyat, melalui mekanisme perwakilan. 

Konsep ini tentu saja positif  bagi rakyat, sebab berarti rakyat dapat 

mengembangkan demokrasi secara sehat. Artinya kehadiran BPD menunjukkan 

Suatu proses institusionalisasi demokrasi di desa. Kedua, memungkinkan rakyat 

untuk melakukan kontrol terhadap gerak langkah eksekutif.Arus baru ini menjadi 

semacam tekanan balik bagi eksekutif  desa, yang selama ini sudah terlanjur 

dipahami sebagai penguasa (Dadang, 2000: 241-242). Perencanaan 

pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyaw arah pembangunan desa 
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antara pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Dalam hal ini BPD 

mampu mew ujudkan dan memberikan penyusunan skala prioritas pembangunan, 

memilih urutan-urutan pentingnya suatu tujuan pembangunan, sasaran maupun 

kegiatan usaha-usaha guna memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, 

terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, tersusunnya rencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat, tumbuh dan 

berkembangnya kesadaran dan keyakinan masyarakat akan pentingnya 

pembangunan.  

Dalam Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, pasal 55 menjelaskan bahw a BPD mempunyai fungsi: 1) 

Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 

2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 3) Melakukan 

pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD dapat melakukan rangkaian kegiatan desa 

yang berkaitan dengan proses legislasi (pembuat Peraturan Desa) sebagai rambu-

rambu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa, proses dialog 

dengan masyarakat desa melalui penjaringan aspirasi, pengaw asan kinerja 

pemerintah desa sebagai mitra kerja dan pengayoman terhadap adat istiadat yang 

terdapat di desa. BPD juga menjadi lembaga demokrasi ditingkat desa, karena 

komposisi anggota BPD merupakan perw akilan dari berbagai unsur masyarakat, 

bahkan merupakan pilihan dari rakyat melalui pesta demokrasi. Dengan BPD, 

rakyat dapat lebih mendalami hakekat demokrasi. 

Tahap aw al kegiatan ADD adalah musyawarah rencana pembangunan 

desa (musrenbangdes). Musrenbang yang bermakna, akan membangun 

kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi 

dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri 

maupun dari luar desa.Musrembang adalah forum publik perencanaan (program) 

yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan 

bekerjasama dengan w arga dan para pemangku kepentingan.Penyelenggaraan 

musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa/kelurahan untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
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Musrenbangdes memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi memberikan sumbang saran, mengajukan usul, ide, gagasan dan 

sebagainya demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan ADD. Tahap operasionalisasi 

pelaksanaan kegiatan ADD, tim pelaksana hendaknya dapat memanfaatkan 

sumber daya lokal yang ada dengan sebaik-baiknya. Tahap pelaksanaan kegiatan 

ini semua pihak harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Masyarakat 

dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan baik berupa materi maupun tenaga 

secara sukarela dalam bentuk swadaya. Masyarakat juga dapat melakukan 

pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat menekan 

kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana. 

Tahap evaluasi kegiatan ADD, masyarakat dapat memberikan 

partisipasinya dengan ikut memberikan suatu penilaian apakah kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana, apakah kegiatan pembangunan f isik 

kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan anggaran yang telah digunakan, dan 

sebagainya. Masyarakat juga dapat memberkan saran atau usul bagaimana 

pemeliharaan dan pelestarian terhadap hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan 

kegiatan pembangunan dengan dana ADD. 

BPD memiliki peran pengawasan (check) dan penyeimbang (balance) 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. ditinjau dari analisis akuntansi atau 

pengelolaan keuangan ADD, dapat dikatakan peran BPD belum optimal yaitu 

belum digunakannya standar akuntansi dalam menyusun perencanaan 

keuangan, pembelanjaan maupun penyusunan keuangan. Pengaw asan 

penggunaan keuangan desa dilakukan secara konvensional dan didasarkan atas 

analisis logis terhadap progress dan hasil kegiatan yang didanai oleh ADD. 

Belum ada standar penyusunan laporan keuangan dan peraturan desa yang 

menjadi pedoman pengaw asan pembelanjaan ADD. Belum optimalnya peran 

BPD dalam penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 di Desa Besani 

Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo karena dalam pengelolaan ADD 

hanya memiliki “fungsi koordinasi” dan tidak memiliki kew enangan untuk 

memeriksa detail atau rincian tentang urusan keuangan ADD.  

Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang 

dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengaw asan dimaksudkan 
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untuk mengurangi adanya penyelew engan atas kew enangan dan keuangan 

desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsistensi BPD dalam 

melakukan pengaw asan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi 

pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD 

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Sikap Kepala Desa yang demokratif  dalam 

menjalankan kepemimpinannya menjadikan BPD mampu melaksanakan tugas 

dan kew enangannya untuk mew ujudkan adanya pemerintahan yang baik dan 

berpihak kepada w arga.  

Namun demikian pelaksanaan peran BPD secara umum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa dapat digambarkan BPD Desa Besani 

secara konsisten melakukan pengaw asan terhadap pemerintah desa dalam 

menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam 

setiap pengambilan kebijakan desa pemerintah desa telah mengikutsertakan 

BPD, dimana setiap anggota BPD telah menampung aspirasi dari masyarakat 

desa dan menyampaikannya kepada pemerintah desa dalam form 

Musrenbangdes. Dalam pembuatan peraturan desa yang memuat program-

program dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat, BPD 

mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) dan juga dalam pembuatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah memuat aspirasi atau 

kepentingan-kepentingan masyarakat untuk kemudian dibahas dan disetujui 

bersama oleh BPD dan pemerintah desa. Kendala yang dihadapi BPD Desa 

Besani dalam pengelolaan dana desa meliputi pencairan dana yang hampir tutup 

tahun dan kurangnya partisipasi Pokmas pada saat rapat lelang penentuan 

prioritas pengelolaan dana desa, keterlambatan Pokmas dalam penyerahan 

laporan pertanggungjaw aban hasil pelaksanaan pengelolaan dana desa, serta 

hasil realisasi yang tidak sesuai dengan draf rencana yang sudah disepakati 

bersama sebelumnya. 

Peran yang dilakukan BPD berpengaruh terhadap kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa. Upaya untuk 

memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub 

sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki 
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kew enangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala 

Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan 

kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahw a dalam melaksanakan 

tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua 

aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan 

Perw akilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi 

kew enangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah Desa dalam 

hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam 

meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional. 

Berdasarkan kondisi di lapangan, koordinasi antara Kepala Desa dan 

Badan Permusyaw aratan Desa (BPD) di Desa Besani terjalin cukup baik. Namun 

ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam koordinasi antara Kepala Desa 

dan BPD di Desa tersebut, dimana anggota BPD bertatap muka dengan Kepala 

Desa, sehingga mengakibatkan koordinasi serta tukar pikiran dengan anggota 

BPD dan Kepala Desa jarang terjadi. Anggota Badan Permusyaw aratan Desa 

(BPD) sibuk dengan pekerjaan yang lain, umumnya selain menjadi anggota 

Badan Permusyaw aratan Desa (BPD), anggota BPD juga mempunyai pekerjaan 

diluar sebagai anggota BPD, sehingga tidak ada anggota BPD yang secara 

maksimal bekerja untuk memikirkan kepentingan masyarakat Desa Besani dan 

mengkoordinasikannya kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa. Semntara itu, 

BPD bertanggungjaw ab penuh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

yang dilakukan oleh kepala desa.  

Keberadaan BPD merupakan lembaga yang membangun Cheks and 

Balances serta untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang lebih luas dalam 

kebijakan tentang desa. Peranan BPD sebagai lembaga legislatif  dituntut tanggung 

jaw ab dan mempunyai kemampuan dalam melaksanannakan tugas-tugasnya 

dengan baik. Posisi dari BPD sebagai mitra dari pemerintah desa Besani telah 

mampu menunjukkan sikap profesionalitas kerja, karena kedudukan BPD terpisah 

dengan pemerintah desa. BPD secara konsisten telah mampu mencermati setiap 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



   81 
 

aliran-aliran dana yang ditetapkan dan disalurkan kemasing-masing pos pekerjaan 

yang telah ditetapkan untuk dikerjakan secara tepat guna dan tepat 

pengalokasiannya sebagai bentuk pncegahan dari tindakan penyelew engan yang 

kemungkinan dapat terjadi. BPD sebagai lembaga legislatif  yang memegang 

amanat dari masyarakat telah memiliki menjalankan fungsinya baik dalam 

menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengaw asan, sehingga 

kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan oleh kepala desa terhindar dari 

penyelew engan terlebih dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Besani 

Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo. 

Rincian keuangan desa Besani Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 Pendapatan Transfer Dana Desa 

Uraian Jumlah Penerimaan 
 (Debet) (Rp) 

Jumlah Pengeluaran  
(Kredit) (Rp) 

Saldo (Rp) 

PENDAPATAN 376,800,000 376,800,000 0 

Pendapatan Transfer 376,800,000 376,800,000 0 
Alokasi Dana Desa 376,800,000 376,800,000 0 

TAHAP PERTAMA 223,104,000 223,104,000 0 

TAHAP KEDUA 153,696,000 153,696,000 0 

BELANJA DESA 376,800,000 376,800,000 0 

 

Tabel 4.2 Realisasi Belanja Dana Desa  

Uraian 
Jumlah 

Penerimaan 
(Debet) (Rp) 

Jumlah  
Pengeluaran  
(Kredit) (Rp) 

Saldo  
(Rp) 

BIDANG PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DESA 

268,894,000 268,894,000 0 

Pembayaran Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 
Desa 

177,600,000 177,600,000 0 

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 
Perangkat 144,000,000 144,000,000 0 

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 
Desa 33,600,000 33,600,000 0 

Operasional Pemerintahan Desa 50,279,000 50,279,000 0 

Belanja Pegawai 24,600,000 24,600,000 0 

Honor Pengelola Keuangan Desa 24,600,000 24,600,000 0 

Belanja Barang Dan Jasa 17,679,000 17,679,000 0 
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Pembayaran tunjangan dan operasional 
BPD 

17,615,000 17,615,000 0 

Pembayaran Insentif RT/RW dan 
operasional RT/RW 20,500,000 20,500,000 0 

Penyusunan / Perumusan RPJMDesa 1,100,000 1,100,000 0 

Pengolahan, updating dan analisis data 
Profi l  Desa 

1,800,000 1,800,000 0 

BIDANG PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN DESA 12,000,000 12,000,000 0 

Bantuan Operasionala Rukun Kematian 12,000,000 12,000,000 0 

BIDANG PEMBINAAN 
KEMASYARAKATAN 

26,716,600 26,716,600 0 

Fasil i tasi Kegiatan PORKAB 3,750,000 3,750,000 0 

Uang Operasional LPMD 4,800,000 4,800,000 0 

Uang Operasional LPMD 525,000 525,000 0 

Uang Operasional Linmas 7,750,000 7,750,000 0 

Uang Operasional Linmas 9,891,600 9,891,600 0 

BIDANG PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

69,189,400 69,189,400 0 

Uang Operasional PKK 5,000,000 5,000,000 0 
Uang Operasional PKK 6,156,000 6,156,000 0 
Fasil i tasi Kegiatan PKK Desa 2,500,000 2,500,000 0 
Fasil i tasi Kegiatan PKK Desa 500,000 500,000 0 
Fasil i tasi Kegiatan PKK Desa 500,000 500,000 0 
Fasil i tasi PKK Dusun 2,200,000 2,200,000 0 
Fasil i tasi PKK Dusun 1,000,000 1,000,000 0 
Fasil i tasi Kegiatan PKK Desa 1,000,000 1,000,000 0 
Fasil i tasi Kegiatan PKK 375,200 375,200 0 
Uang Operasional Kegiatan Posyandu 3,510,000 3,510,000 0 
Uang Operasional Kegiatan Posyandu 2,450,000 2,450,000 0 
Uang Operasional Kegiatan Posyandu 2,400,000 2,400,000 0 
Uang Operasional Kegiatan Posyandu 4,365,000 4,365,000 0 
Uang Operasional Kegiatan Posyandu 500,000 500,000 0 
Uang Operasional Kegiatan Posyandu 1,000,000 1,000,000 0 
Uang Operasional Kegiatan Posyandu 1,250,000 1,250,000 0 
Uang Operasional TK, PAUD dan RA 4,800,000 4,800,000 0 
Uang Operasional TK, PAUD dan RA 1,800,000 1,800,000 0 
Uang Operasional TK, PAUD dan RA 12,000,000 12,000,000 0 
Uang Operasional TK, PAUD dan RA 1,800,000 1,800,000 0 
Uang Operasional TK, PAUD dan RA 1,800,000 1,800,000 0 
Uang Operasional Kegiatan TPQ 3,283,200 3,283,200 0 
Pemberdayaan kelompok pemuda 9,000,000 9,000,000 0 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Badan Permusyaw aratan Desa (BPD) memiliki peran pengaw asan (check) 

dan penyeimbang (balance) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.   

1. Dit injau dari analisis akuntansi atau pengelolaan keuangan Alokasi Dana 

Desa (ADD), dapat dikatakan peran  BPD belum optimal. Hal ini d isebabkan .  

Peran Badan Permusyaw aratan Desa (BPD) dalam penggunaan Alokasi 

Dana Desa tahun 2016 di Desa Besani Kecamatan Leksono Kabupaten 

Wonosobo dalam pengelolaan ADD hanya memiliki “ fungsi koordinasi” dan 

tidak memiliki kew enangan untuk memeriksa detail atau rincian tentang 

urusan keuangan ADD.  

2. Sebagian anggota BPD masih kurang memahami tugas dan tanggung 

jawabnya mengingat dari tujuh anggota BPD empat diantaranya 

berpendidikan di baw ah SMP sehingga sulit memahami tugas pokoknya 

sebagai anggota BPD baik fungsi pengaw asan maupun legislasi. 

3. Perlu adanya pembinaan secara berkelanjutan dari kasi pemerintahan 

kecamatan Leksono maupun dari kabag pemerintahan kabupaten Wonosobo 

kepada semua anggota BPD dengan materi strategi pengawasan keuangan 

khususnya ADD. 

 

B. Saran  

Guna mengatasi kendala dalam pengelolaan urusan keuangan 

penyelenggaraan pembangunan desa, sehingga dapat dicapai kiner ja keuangan 

yang baik dan tidak terjadi penyelew angan dana, maka dapat diberikan 

beberapa saran sebagai berikut. 

1. Perlu ditingkatkan koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa dan 

aparaturnya sebagai pelaksana pemerintahan desa agar pelaksanaan fungsi 

BPD di Desa Besani dapat terlaksana secara optimal. 

2. Memberdayakan BPD sebagai audit internal dalam pengelolaan keuangan 

desa, maupun konsultasi pengelolaan keuangan sebelum dilakukan 
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pemeriksaaan oleh Inspektorat maupun BPK dan BPKP sebagai lembaga 

pemeriksa keuangan daerah maupun keuangan Negara. 

3. Perlu dilakukan Diklat bagi anggota BPD dan aparatur desa dalam hal 

penyusunan Laporan Kuangan Desa, serta perlunya diadakannya sosialisasi 

tentang JUKLAK dan JUKNIS mengenai Implementasi Undang-Undang Desa 

dan peraturan tentang urusan keuangan desa. 

4. BPD harus senantiasa meningkatkan kerjasama antara perangkat desa, 

BPD, LP2MD, dan Pokmas serta menunjuk perw akilan dari t iap Pokmas 

yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam membuat laporan 

pertanggungjaw aban keuangan, dan melakukan survei langsung ke 

lapangan untuk mengecek pelaksanaan kegiatan. 

5. Perlu peningkatan koordinasi antara pemerintah desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan 

desa yang lebih baik agar kekurangan-kekurangan di tahun 2016 tidak 

terulang kembali. 
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